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MOTTO

Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga
negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama, dan asal muasal,
dimuka undang-undang. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.

(Abdur Rahman Wahid)
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PEDOMAN
TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal
dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya
berdasarkan kaidah berikut ini:

A. UMUM

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia
(latin), bukan terjemah bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam
kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa
Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang
tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote atau
daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional.Nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik lbrahim Malang
menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam
buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS
Fellow 1992.

B. KONSONAN

) | = tidak dilambangkan | _= | =dl

Q| = b L =th

o | =t L | =dh

& | =t ¢ | = ‘ (koma menghadap keatas)
e | =i ¢ [=on

z =h w | =f

¢ =kh ) =(

2 | =d d | =k




3y | =dz J | =1
NEL s |=m
5 | =z g [ =N
o | =S 5 | =W
o | =Sy > | =h
o= | =sh s | =Y

Hamzah (=) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocalnya, tidak dilambangkan, namun
apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma

(‘) untuk mengganti lambang “¢”.
C. VOCAL, PANJANG, DAN DIFTOL

Setiap penulisan bahasa Arab, dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = misal J& menjadi

qala VVokal (i) panjang = misal J:

menjadi gila VVokal (u) panjang = misal

U2 menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis
dengan “aw” dan “ay” perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = s misalnya J$ menjadi

gawlun Diftong (ya’) = =2 misalnya >

khayrun

3L
1

D. TA’ MARBUTHAH (3)

Ta’ Marbuthah (B)ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat,
tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan
dengan menggunakan “h” misalnya 4 2l 4 ()l menjadial-risalati al-mudarrisah,
atau apabila berada ditengah-tengah kalimat. yang terdiri dari susunan mudhaf dan
mudhaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang

disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya <~ yémenjadi fii



rahmatillah.

E. KATA SANDANG DAN LAFADH AL-JALLAH

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada ditengah- tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perharikan contoh berikut:

1. Al-Imam Bukhari mengatakan ........

2. Al-Bukhari dalam mugaddimah kitabnya mengatakan .........
3. Masya’allah kana wa malam yasya lam yakun

4. Billah ‘azza wa jallah

F. NAMA DAN KATA ARAB YANG TERINDONESIAKAN

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi apabila kata tersebut merupakan nama
dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak pelru
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

e Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais,
mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk
menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan
salah satu caranya melalui pengintensifan salah diberbagai kantor pemerintahan,
namun ”
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ABSTRAK

Yuliana Putri Nurhakiki, NIM 16230037, 2020, “Peran Pemerintahan Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa
Perspektif Figh Siyasah Dusturiyyah (Studi di Desa Sumber Salak,
Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember)”. Skripsi. Jurusan Hukum Tata
Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang.

Pembimbing : Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan
Desa, Figh Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah desa dan BPD dalam
Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak. Rumusan masalah yang
pertama, bagaimana peran pemerintahan desa dan BPD dalam pembentukan
peraturan desa di Desa Sumber Salak perspektif Figh Siyasah Dusturiyah?.
Kedua, bagaimana optimalisasi peran pemerintah desa dan BPD dalam
Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak?. Ketiga, apa saja faktor-
faktor kendala dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi
jenis penelitian hukum vyuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan yuridis sosiologis, data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara,
observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu menggunakan analisis
yuridis.

Hasil penelitian yang telah didapat yaitu pertama, peran pemerintah desa
dan BPD dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak telah
berjalan sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan sesuai dengan Figh Siyasah
Dusturiyah, meskipun belum maksimal karena kurangnya partisipasi masyarakat
yang menjadi kendala BPD dalam mencari illat yang mengacu pada Jalb
Mashalih Wa Dar Al Mafasid. Kedua, peran pemerintah desa dan BPD di Desa
Sumber Salak dalam proses pembentukan peraturan desa yang partisipatif sudah
terwujud dengan adanya Peraturan Desa Sumber Salak Nomor 01 Tahun 2018,
namun belum optimal karena partisipasi tokoh- tokoh masyarakat dalam
musyawarah pembentukan peraturan desa hanya sebatas formalitas saja. Ketiga,
faktor-faktor kendala dalam pembentukan peraturan desa di Desa Sumber Salak
yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, tidak
adanya bimbingan teknis penyusunan peraturan desa, dan kurangnya partisipasi
masyarakat. Solusi yang diambil olen Pemerintah Desa Sumber Salak yaitu
diadakanya sosialisasi pentingnya pendidikan, menyediakan dana tersendiri untuk
mendatangkan ahli dalam pembentukan peraturan desa, dan sosialisasi terhadap
pentingnya partisipasi masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan
yang good governance.



ABSTRACT

Yuliana Putri Nurhakiki, NIM 16230037, 2020, The Role of Village Government
and Village Consultative Body in Forming Village Regulation Perspective Figh
Siyasah Dusturiyyah (Study in Sumber Salak Village, Ledokombo District,
Jember Regency)".Thesis. Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of
Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH.

Keywords: Village Government, BPD, Village Regulations, Figh Siyasah
Dusturiyah.

This research discusses the role of the Village Government and the Village
Consultative Body in the Formation of Village Regulations in Sumber Salak
Village. The first problem formulation, what is the role of the Village Government
and the Village Consultative Body in the view of Figh Siyasah Dusturiah in Sumber
Salak Village? Second, how to optimize the role of the Village Government and the
Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations in Sumber Salak
Village? Third, what are the factors that have become obstacles in the formation of
Village Regulations in Sumber Salak Village?

The research method used in this research includes the type of juridical
empirical legal research, then the approach used is the sociological juridical
approach, the data used are primary data and secondary data. Data collection
methods used are interview, observation and documentation methods. Data
processing methods used are editing, classifying, verification, qualitative data
analysis, and conclusions.

The results of the research that have been obtained are first, the role of the
Village Government and the Village Consultative Body in the formation of Village
Regulations in Sumber Salak Village has been running according to the established
regulations, and has been running according to the laws that are in Figh Siyasah
Dusturiyah.Second, however, in optimizing the role of its formation, it has not been
fully optimal due to factors from the community, level of education, and cooperation
between the Village Government and the Village Consultative Body. The three
resolutions taken by the Village Government in responding to obstacles, namely by
resolutions that can be taken by the village government and village consultative
bodies in the formation of village regulations in the source village of salak, namely
the need for socialization regarding the importance of forming village regulations
both in formulating and designing village regulations and weak resources. human
resources and village government officials who master the laws and regulations and
legal drafting techniques.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor 5 Tahun 1979 mengartikan
Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai
kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).!

Desa menurut Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengartikan desa adalah desa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan, masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.?

Desa merupakan garda depan dari sistem Pemerintahan Republik

Indonesia, dimana keberadaan desa ini merupakan ujung tombak dari

'Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 5587).
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pelaksanaan demokrasi.® Praktik pelaksaan Pemerintahan Desa cerminan dari
membuminya demokrasi dalam pemerintahan kita,* karena Indonesia
menganut sistem Demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat
sampai dengan desa harus akuntabel® dan transparan.®

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara
hukum telah dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa. Undang-Undang tersebut merupakan bukti nyata bahwa
negara mulai memperhatikan pentingnya Desa dalam pembangunan di
Indonesia. Indonesia mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
setelah disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada
tanggal 15Januari 2014. Pertimbangan atau alasan dibentuknya suatu undang-
undang harus selalau mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan
cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia
yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).’

*Demokrasi adalah prinsip dasar tata kehidupan dalam bermasyarakat, baik dalam interaksi sesama
komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan Pemerintahan/Negara dalam rangka
mewujudkan masyarakat sipil atau masyarakat madani, Demokrasi adalah prasyarat mutlak. 1 Made
Krisna, Demokrasi dan Demokratisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 15.

*Sirajuddin, Anis lbrahim, Shinta Hadiyantina, dan Catur Wido Haruni, Hukum Administrasi
Pemerintahan Daerah, (Malang: Setara Press, 2016), 329.

SAkuntabel artinya penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggung jawabkan kepada publik.
Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011),
95.

®Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Permerintah Desa Berbasis Pertisipasi Masyarakat dalam
Membangun Mekanimesme Akuntabilitas, (Malang: Wisma Kalimetro, 2012), 9.

"Sovia Hasanah, “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis”,
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--
dan-yuridis/, diakses pada Tanggal 8 Februari 2020.
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Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Desa telah mempertimbangkan bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang
Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa,dasar penyelenggaraan Pemerintahan Desa
di Kabupaten Jember agar memiliki kepastian hukum,® terarah dan mencapai
tujuananya, perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Desa.’

Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa ini yaitu bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan
berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang
Dasar 1945, bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia,Desa
telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan
diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga
dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.*® Konsepsi

®Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti
karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi
tafsir) dan logis. Jelas dalam artian yaitu menjadi suatu sistem norma dengan norma lain hingga tidak
berbenturan dan menimbulkan konflik. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang
jelas , tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-
keadaan yang sifatnya subjektif. Cst Kansil, Cristine, ST Kansil, Enggeline R, Kamus Istilah Hukum,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 385.

%Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 363-7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember
Nomor 7).

Yndang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
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demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan
berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi
menempatkan manusia dengan pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal
dengan kedaulatan rakyat.™

Undang-Undang Tentang Desa memunculkan pendekatan baru dalam
semesta perbincangan upaya memperbaiki desa dan masyarakat desa, yaitu
dengan membangun desa merupakan koreksi atas tindakan negara dalam
melakukan pembangunan desa selama ini.*> Negara sebelum kelahiran
Undang-Undang tentang Desa, menjadikan desa sebagai objek pembangunan,
lokasi proyek-proyek kementerian, serta sasaran proyek-proyek satuan kerja
Pemerintah Daerah. Desa dalam siatuasi seperti itu diperlakukan secara
sektoral, tanpa bersinergi antara sektor satu dengan yang lain. Kementerian
Kesehatan berkehendak menjadikan desa sehat, sedangkan Kementerian
Pendidikan ingin menjadikan desa bebas buta aksara, dalam satu desa ada
beraneka visi dan misi. Fakta ini menunjukkan bahwa fortofolio
pembangunan desa akhirnya yang menuntun justru negara melalui piranti
kementerianya (state driven development).*®

Masyarakat pedesaan memang perlu diberikan berbagai akses

kemudahan seperti jalan untuk pemasaran hasil pertanian, akses pendidikan,

Jimli Asshiddiqi, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),

200.

?Hans Antlov, Negara Dalam Desa, (Yogyakarta: Lappera Pustaka, 2002), 24.
Bsutoro Eko, Regulasi Baru, Desa Baru, (Jakarta: Kementerian Desa, 2015), 12.
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kesehatan dan lain sebagainya, akan tetapi dalam melakukan semua kebijakan
tersebut harus diatur dalam suatu produk hukum yaitu Peraturan Desa.Bagian
yang penting dalam Undang-Undang Tentang Desa tersebut adalah adanya
pengaturan tentang Peraturan Desa.Eksistensi Peraturan Desa kini memiliki
dasar hukum yang jelas dan kuat.

Pasal 26 Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa Kepala Desa
berwenang dalam menetapkan Peraturan Desa, kemudian Pasal 55 Undang-
Undang tentang Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa
mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
bersama.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat
oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Tujuan dari
Peraturan Desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam
penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, hal tersebut merupakan tugas dari Pemerintahan Desa. Peraturan
Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat
Desa setempat. Peraturan Desa adalah semua PeraturanDesa yang ditetapakn

oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan
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persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).**Negara yang menganut
sistem Demokrasidalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya.®

Pasal 69 Undang-Undang T entang Desa menjelaskan bahwa jenis
Peraturan Desa terdiri dari beberapa peraturan yaitu Peraturan Desa, Peraturan
bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa
ini wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan masyarakat Desa
berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk
menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Desa menganut asas
partisipatoris dan responsive karenamelibatkan masyarakat dalam
pembentukanya.®®

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem Pemerintahan
Daerah yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat, sebab itulah
sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat
didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Stuktur kelembagaan dan

mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya Pemerintahan

Y“Andhika Della Permana Putra, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan
Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi, (Malang: Universitas
Muhammadiyah, 2014), 2.

Hans Antlov, Neagara dalam Desa, (Yogyakarta: Lappera Pustaka, 2002), 25.

'°pasal 69 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
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Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka
terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.’
Pembentukan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah hukum dan
teknik baku pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diatur oleh
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Undang-Undang tentang Desa tidak merinci lebih lanjut
tentang teknik pemebentukan Peraturan Desa, pedoman pembentukannya
harus sesuai dengan Undang-Undang tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang telah mengatur cara dan metode yang pasti.*®
Pemerintahan Desa dan BPD menjadi struktur Pemerintah terbawah™
yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Penyelenggaraan serta
pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan
yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa landasan pemikiran dalam

YHAW. Wijaya, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003), 37.

¥Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234).

Terbawah berarti desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan paling bawah dalam tata
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawah juga dapat diartikan jika desa
merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dan menyatu dengan kehidupan
sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sehari-hari. Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia,
(Yogyakarta: FPPD, 2014), 35.
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pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.*

Kepala Desa tidaklah berkerja sendiri, namun juga dibantu oleh
Perangkat Desa lain yaitu Sekertaris Desa dan lainnya, sebagai perwujudan
Demokrasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya
yang berkembang di Desa yang bersangkutan. Berfungsi sebagai lembaga
legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaanPeraturan Desa, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.”*

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah
Desa adalah mitra, artinya antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala
Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan Peraturan Desa dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Badan Permusyawaratan Desa
mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan
menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
Desa, selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga berkewajiban untuk
membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Konteks

penyelenggaraan Pemerintahan sehari-hari dan pembangunan Desa, Badan

“sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 181.
?1swan Kaputra (dkk), Dampak Otonomi Daerah di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2013), 3-4.
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Permusyawaratan Desa mempunyai peran normatif sebagai alat kontrol
Pemerintah Desa.?

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dengan sejumlah fungsi
yang melekat padanya menjadikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai
sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat Desa, selain
kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini
juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh Badan
Permusyawaratan Desa. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa,
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk
Panitia Pemilihan Kepala Desa.?

Pemerintah Desa di bentuk guna menyelenggarakan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa setempat sesuai dengan

Firman Allah dalam QS Al-Imran/ 3:%

0;"

sld UJ- ALY gl sl o &l Oy Gl ol IR
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2Munawir Kadir, Analisis Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa, Skripsi,
(Makassar: UIN Alauddin, 2016), 15.

»Reka Marsella, Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Figh Siyasah, Skripsi, (Lampung: UIN Raden
Intan, 2018), 17.

QS Al-Imran (3), 26.
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Katakanlah, “Wahai Tuhan Pemilik kekuasaan, Engkau berikan

Kekusaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau

mencabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau

muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang

yang Engkau kehendaki, ditangan Engkaulah segala kebajikan,

sesungguhnya engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu®

Figh Siyasah sebagaimana yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW,
yaitu membentuk institusi eksekutif dan administratif bagi melayani
masyarakat dalam banyak hal, karena terkait dengan pribadi Nabi Muhammad
SAW, sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang Kepala Negara.
Melihat hal itu Ulama Fightelah memikirkanya dengan memperluas
pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana Islam dalam mengantisipasi
perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan hukum yang akan terjadi
sesuai dengan paradigma Politik Islam yang bersifat khusus. Hukum yang
telah dilontarkan oleh Ulama Fighdalam politik sekarang menjadi bagian
utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara.”®

Figh Siyasahsebagai peraturan dan undang-undang yang dibutuhkan
untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna
merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya memenuhi
kebutuhan hidupnya.?’Figh Siyasah membagi tugas kenegaraanya dalam

konsep Figh Siyasah dibagi menjadi dua yaitu salah satunya adalah Figh

Siyasah Dusturiyah.

»Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Kathoda, 2005), 66.
*®Muhammad Igbal, Figh Siyasah, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2014), 61.
'Ridwan Yahya, Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004), 55.
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Figh Siyasah Dusturiah merupakan bagian dari Figh Siyasah yang
membahas masalah Undang-Undang Negara. Bagian ini membahas antara lain
konsep-konsep kosntitusi, lembaga demokrasi, dan syura®® merupakan pilar
penting dalam perundang-undangan tersebut.

Konsep Figh Siyasah mengatur tentang kepemimpinan yaitu Ulil
Amri®® meskipun para Ulama berbeda pendapat dalam mengartikan Ulil Amri
ini, ada yang menafsirkan dengan Kepala Negara Pemerintahan. Mendekati
kepada makna ulil amri dari Figh Dusturiyah adalah ahlu halli wal aqdi, yaitu
menurut para Ulama tempat konsultasi atau imam di dalam menentukan
kebijakan.*

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perspektif Figh Siyasah
yaitu disebut dengan al-sulthah al-tasyri’iyah yang artinya kekuasaan
Pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum atau disebut juga
lembaga legislatif. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menerapkan
hukum yang akan diberlakukan bagi Umat Islam.

Wacana figh siyasah istilah al sulthah al tasyri’ iyah digunakan untuk
menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan Pemerintah Islam dalam

mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif dan kekuasaan

8Syura adalah suatu forum untuk tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran
yang diajukan dalam memec ahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. M.
Thahir Azhari, Negara Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 83.

2Ulil Amri adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslim, mereka adalah orang-
orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. M. Quraish Shihab,
Tafsir Al-Misbah, Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 460.

%A. Dzajuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah, (Jakarta:
Kencana, 2003), 76.
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yudikatif. Konteks ini kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau
kewenangan Pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan
diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan
yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam.®

Faktanya masih sangat banyak para penyelenggara Desa yaitu Kepala
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa yang belum
memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang Peraturan Perundang-
undangan. Permasalahan yang seperti ini dapat berpotensi mempengaruhi
kesuksesan implementasi Undang-Undang tentang Desa, bahkan tidak
menutup kemungkinan akan menimbulkan pertentangan dan tumpang tindih
Peraturan Perundang-undangan.®

Pembentukan Peraturan Desa juga sering tidak menggunakan naskah
akademik,* padahal naskah akademik berfungsi untuk memberi arah kepada
pemangku kepentingan dan perancang. Pemangku kepentingan terutama yang
menduduki sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi dalam
mengambil keputusan, sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai

acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan dalam

$'Muhammad Igbal, Figh Siyasah Konstektualisasi, Doktrin Politik Islam, (Indonesia: Pranada Media
Group, 2014), 187.

%2Jimly School, “Perancangan Peraturan Desa”, https://www.jimlyschool.com/diklat/perancangan-
peraturan-desa/, diakses pada Tanggal 8 Februari 2020.

**Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya
terhadap suatu masalah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan
masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan
masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
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kalimat hukum. Berdasarkan hal tersebut juga dapat menampikkan pandangan
masyarakat yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai
produk yang berpihak kepada pemerintah semata, sehingga dalam
implementasinya, masyarakat tidak terlalu menjiwai produk perundang-
undangan tersebut.*

Peristiwa pertentangan dan tumpang tindih peraturan perundang-
undangan serta seringnya tidak menggunakan naskah akademik ditakutkan
juga terjadi di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember,
dikarenakan Badan Permusyaratan Desa di Desa Sumber Salak Kecamatan
Ledokombo BPD masih belum mengetahui dengan jelas terhadap tugas Badan
Permusyawaratan Desa itu sendiri, serta tidak ada bimbingan dari pihak
Pemerintahan, BPD di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo
memaksakan untuk belajar sendiri sambil berjalan (menjalankan
kewajibannya sebagai Badan Permusyawaratan Desa).*®

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti bagaimana peran
Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk
Peraturan Desa di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten
Jember perspektif Figh Siyasah Dusturiyah serta ingin mengetahui

optimalisasi peran Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

% Annisa Nuril Deanty, “Naskah Akademik yang Terlupakan dalam Pembentukan Peratutran Desa”,
https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2019/09/24/157203/naskah-akademik-yang-terlupakan-
dalam-pembentukan-peraturan-desa, diakses Pada Tanggal 13 Februari 2020.

*Didik Hadi Prayitno, wawancara, (Ledokombo, Kamis, 23 Januari 2020).
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dalam Pembentukan Peraturan Desa,dan faktor apa yang menjadi kendala

dalam membentuk Peraturan Desa di Desa Sumber Salak Kecamatan

Ledokombo Kabupaten Jember.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

dapat dirumuskan beberapa rumusaan masalah dalam proposal ini sebagai

berikut:

1.

Bagaimana peran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak
perspektif Figh Siyasah Dusturiyyah?

Bagaimana optimalisasi peran Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa
Sumber Salak?

Apa saja faktor-faktor kendala dalam pembentukan Peraturan Desa di

Desa Sumber Salak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu

sebagai berikut:

1.

Untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dengan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa
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perspektif Figh Siyasah Dusturiyah di Desa Sumber Salak Kecamatan
Ledokombo Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui optimalisasi peran Pemerintahan Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa
Sumber Salak Kecatamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

3. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menjadi kendala Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan

Desa di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini dapat
memberi manfaat dan kegunaan antara lain:
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran
yang berguna dan bermanfaat bagi ilmu hukum kedepanya, dan nantinya
dapat memberi masukan terhadap Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa.
2. Secara Praktis
a. Hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi baik di kalangan
akademisi maupun praktik, dan peneliti lainnya dalam menggali
fenomena-fenomena sosial yang lebih mampu mengaktualisasikan

fenomena tersebut dalam karya lebih bagus di masa yang akan datang.
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b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
peran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
Pembentukan Peraturan Desa

c. Sebagai khazanah keilmuan khususnya bagi mahasiswa Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional
Penelitian berjudul Analisis Yuridis Peran Pemerintahan Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Figh
Siyasah (studi di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten
Jember) ini untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel yang
berkaitan dengan pembahasan, sehingga menjadi jelas dan tidak menimbulkan
multitafsir, maka dalam sub-sub ini penulis tegaskan mengenai istilah-istilah
dari masing-masing variabel terkait sebagai berikut:
1. Peran
Pengertian peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila
sesorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanya,
maka ia melakukan suatu peranan.®*® Peran adalah suatu perbuatan
seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan
kewajibannya sesuai dengan status yang dimilkinya, dan seseorang

dikatakan berperan jika melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan

%®Sperjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243.
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status soailanya dalam masyarakat.>” Mendefinisikan peran dengan sesuatu
yang menjadi bagian atau sesuatu yang memegang pimpinan terutama
dalam terjadinya suatu peristiwa.*® Menurut penulis peran adalah perilaku
yang diharapkan oleh masyarakat terhadap seseorang yang memiliki
kedudukan, dalam hal ini peran tidak bisa diartikan sebagai hak dan
kewajiban saja melainkan tugas dan wewenang.
2. Pemerintahan Desa
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Pemerintahan Desa
sebagai Pemerintahan terendah langsung dibawah Kepala Desa yang
menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas Kepala
Desa dan Lembaga Musyawarah Desa.*
3. Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan
Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dianggap sebagai
parlemenya Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari
Penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah

mufakat. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh

3 Abdul Syani, Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 94.

BW. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 735.
%Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1057.
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anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat
dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*°
Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan berfungsi penetapkan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.*
4. Peraturan Desa
Peraturan Desa merupakan peraturan tertinggi yang ada di Desa,
yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dengan melibatkan partisipasi warga atau
masyarakat setempat. Peraturan Desa dibuat untuk mengatur urusan rumah
tangga di Desa, ruang lingkup berlakunya hanya pada Desa dimana
Peraturan Desa itu dibuat dan bersifat pengaturan (regeling) umum, abstrak
dan terus menerus.*?
5. Perspektif
Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat

nilai, dan perangkat gagasan yang memperngaruhi persepsi sesorang

*%Sarman, Muhammad Taufik Makardo, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2011), 289.

*0thiel Bobsuni, Fungsi dan Peran BPD dalam Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten Kupang), Tesis
MA, (Surabaya: Universitas Narotama, 2008), 12.

*“Moh. Fadli, Lazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa (Head To A Good Village
Governance), (Malang: UB Pres, 2011), 33.
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sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam
situasi tertentu.*
Figh Siyasah Dusturiyah

Figh Siyasah Dusturiyah adalah bagian Figh Siyasah yang
membahas masalah Perundang-undangan Negara. Antara lain konsep-
konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya
Perundang-undangan dalam suatu Negara), Legislasi (bagaimana cara
perumusan Undang-Undang), Lembaga Demokrasi dan Syura yang
merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan tersebut. Kajian ini
juga membahas konsep Negara Hukum dalam Siyasah dan hubungan
timbal balik antara Pemerintah dan Warga Negara serta hak-hak Warga
Negara yang wajib dilindungi.** Legislasi adalah suatu proses
pembentukan Undang-Undang, yang dilakukan oleh suatu badan yang
dibentuk secara khusus untuk tujuan itu, yaitu al sultah at tashri’ iyah yang

dijalankan oleh lembaga Ahlu hali wal aqdi.*

F. Sitematika Penulisan

Bab 1: pada bab 1 ini akan di jelaskan terkait latar belakang masalah

mengenai objek masalah tentang peranan Pemerintah Desa dan

“Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2012), 65.
*“Muhammad Igbal, Figh SiyasahKontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media,

2014), 177.

**Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 75.
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD), rumusan masalah, manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2: pada bab 2 ini akan menjelaskan kerangka teori mengenai peranan
Pemerintahan Desa dan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam membentuk Peraturan Desa. Serta Figh Siyasah Dusturiyah
yang membahas mengenai pembentukan peraturan atau Undang-
Undang.

Bab 3: pada bab 3 ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berisikan
jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, pendekatan penelitian,
teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab 4: pada bab 4 ini berisikan mengenai hasil penelitian serta analisis data
yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh digunakan untuk
menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Bab 5: pada bab 5 ini berisikan kseimpulan serta saran-saran yang akan

diberikanolehpenyusun skripsi tehadap penalitian ini



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat berguna untuk membandingkan penelitian
yang akan peneliti selanjutnya,selain itu juga supaya dapat mengetahui letak
perbedaan penelitian yang akan kami lakukan serta penelitian yang pernah
dilakukan oleh sarjana sebelumnya.*® Penelitian mengenai Pemerintahan
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa cukup banyak, sedangkan
pembahasan mengenai Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
Perspektif Figh SiyasahDusturiyah sangat jarang, peneliti akan menguraikan
sebagai berikut:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Reka Marsela yang berjudul
Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Figh Siyasah (Studi Desa Negeri
Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)
penulis skripsi menjelaskan tentang Pelaksanaan Otonomi Desa Yang Ditinjau
dari Figh Siyasah, penelitian ini adalah bagaimana pandangan figh siyasah

terhadap Otonomi Desa Negeri Campang Jaya apakah sudah berdasarkan atas

**Mochammad Rifqi Azizi, Tradisi Ngidek Endog dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif ‘Urf (Studi
Kasus di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang), Skripsi, (Malang: UIN Maulana
Malik Ibrahim, 2018), 9.

20
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tujuan Undang-Undang Otonomi Desa dan untuk mengetahui apakah
pelaksanaan Otonomi Desa di Desa tersebut sudah berjalan berdasarkan diatas
kemaslahatan umat atau masyarakat secara figh siyasah.*’

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif analisis, penelitian ini termasuk penelitian empiris yaitu penelitian
yang langsung terjun kelapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis,
menafsirkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut. Asalisis data yang
diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitataif atau dengan metode yang
bersifat deskriptif analisis data dan metode induktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Munawwir Kadir yaitu yang berjudul
Analisis  Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa dengan Badan
Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa, penelitian ini
menunjukkan hubungan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa terkait Hubungan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
di dalam Pembangunan Desa yang berupa mitra kerja.

Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian
yang digunakan yuridisnormatif,sumber data yang digunakan bersumber dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

*"Reka Marsella, Pelaksaan Otonomi Desa Menurut Figh Siyasah, Skripsi, (Lampung: UIN Raden
Intan, 2018).
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang
diperoleh dari observasi, wawancara,dan dokumentasi.*®

Penelitian yang digunakan oleh Prayoga Saputra yang berjudul
Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan
Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi), penelitian ini menjelaskan tentang wujud dari Demokrasi
di tingkat Pemerintahan Desa terutama BPD yang berfungsi menetapkan
Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat Desa.*® Penelitian iniPenelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif yang didalamnya dikombinasikandenganmetode
komparatif,pengamatan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai beberapa skripsi yang penulis
jadikan sebagai penelitian terdahulu atau sebagai pembanding maka penulis
dapat menyajikanya dalam bentuk tabel yang berisi tentang rumusan masalah,
hasil penelitian, perbedaan, dan unsur kebaruan sebagai berikut:

Tabel. 1.1.

Penelitian Terdahulu

No

Nama, Judul, Rumusan Hasil Perbedaan Unsur
Bentuk, dan Masalah Penelitian Kebaruan
Tahun

“Munawir Kadir, Analisis Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa, Skripsi,
(Makassar: UIN Alauddin, 2016).

“Prayoga Saputra, Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan
Desa, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).
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Penelitian.

Reka Marsela,
Pelaksanaan
Otonomi Desa
Menurut Figh
Siyasah (Studi
Desa Negeri
Campang Jaya
Kecamatan
Sungkai
Tengah
Kabupaten
Lampung
Utara), skripsi,
2018.

1. Bagaimana

pelaksanaan
Otonomi
Desa di
Desa Negeri
Campang
Jaya Kec.
Sungkai
Tengah
Kab.
Lampung
Utara?

. Bagaimana

pandanagan
Figih
Siyasah
terhadap
pelaksanaan
Otonomi di
Negeri
Campang
Jaya Kec.
Sungkai
Tengah
Kab.
Lampumg
Utara?

1. Hasil
Penelitia
n
menunju
kkan
bahwa
pelaksan
aOtono
mi Desa
pada
pemerint
ahan
Desa
Negeri
Campan
g Jaya
secara
umum
sudah
cukup
baik,
yaitu
dapat
dilihat
dari
aspek
komunik
asi
internal,
tertib
administ
rasi
penyelen
ggara
otonomi,
kerjasam
a antar
aparatur.

2. Pelaksan
aan
dalam

Peneliti
Menjelaskan
tentang
pelaksnaan
Otonomi
Desa dan
pelaksaan
Otonomi
Desa apakah
sudah sesuai
dengan
Undang-
Undang serta
ditinjau dari
pandangan
figh siyasah.

Unsur
pembarua
n dalam
penelitian
yakni
fokus pada
pelaksanaa
n Otonomi
Desa di
tinjau dari
Figh
Siyasah.




44

konsep
figh
siyasah.
Pemerint
ahannya
juga
berjalan
diatas
prinsip
kemasla
hatan
umat.
Munawir 1. Apakah Hasil Menjelaskan | Unsur
Kadir, hubungan penelitia | tentang kebaruan
Analisis Pemerintaha nint 1 hubungan pada
Yuridis n Desa dan MENUNIU | pemerintahan penelitian
BPD Dalam kkan o .
Hubungan Pembangun bahwa Desa dengan | ini yakni
Pemerintah an Desa di hubunga | Badan berfokus
Desa dan Desa n Permusyawar | pada
Badan Pa’nakkuka Pemerint | atan Desa hubungan
Permusyawara ng, ahan dalam Pemerinta
tan Desa Kecamatan Desadan | hempanguna | h Desa
dalam Pallaga, BPD n Desa serta | dan Badan
Gowa? telah
Pembangunan > Eakior dilaksan | kendala- Permusya
Desa, Skripsi, apasajakah akan kendala waratan
2016. yang dengan | dalam rangka | Desa
menjadi baik dan | menjalankan | dalam
kendala Juga hubungan membang
Pemerintaha melibatk anatra un sebuah
n Desa dan an .
Badan partispas Pemerintah Desa.
Pemerintaha i Desa dengan
n Desa masyara | Badan
dalam kat. Permusywara
rangka . Faktor tan Desa.
menjalanka yang
n hubungan menjadi
Pemerintaha kendala
n di Desa dalam
Pa’nakkuka menjalan
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ng, kan
Kecamatan hubunga
Palangga, n
Gowa? pemerint
ahan
yaitu
partisipa
Si
masyara
kat,
tingkat
pendidik
an BPD,
dan
kerjasam
a dengan
Kepala
Desa
Prayoza Apaperan |1. Hasil Menjelaskan | Unsur
Saputra, Badan penelitia | tentang peran | kebaruan
Optimalisasi Permusyaw nyang | Badan pada
Peran Badan 3;?;2 Desa ﬂ':ﬁtﬁka Permusyawar | penelitian
Permusyawara proses Prayoga atan Desa adalah
tan Desa pembentuka Saputra | (BPD) dalam | berfokus
dalam n Peraturan menunju | pProses hanya
Pembentukan Desa kkan pembentukan | pada Peran
Peraturan (PERDES)? bahwasa | peraturan Badan
Desa (Studi Apa saja nya Desa serta Permusya
Kasusu di Kendala Proses kendala- waratan
Badan Badan _
Desa Permusyaw Permusy kendala yang | Desa saja.
Tridayasakti aratan Desa awaratan | telah dialami | Sedangkan
Kecamatan dalam Desa ketika dalam | peranan
Tambun Pembentuka dalam proses Pemerinta
Selatan n Peraturan Pembent | hempuatan | h Desa
Kabupaten Desa? gzﬁr;tiag Peraturan tidak
Bekasi), n P Desa dibahas.
Skripsi, 2014 Peratura
n Desa

di Desa
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Tridayas
akti,
Kecamat
an
Tambun
an
Selatan
Kabupat
en
Bekasi
tidak
sesuai
dengan
Undang-
undang
Nomor
12
Tahun
2012
Tentang
Pembent
ukan
Peratura
n
Perunda
ng-
undanga
n
walaupu
n ada
beberapa
prosedur
yang
terlaksan
a dalam
proses
pembent
ukanya.
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kesadara
n
masyara
kat
terhadap
Peratura
n Desa,
kualitas
kerja
aparatur
Desa dan
BPD
yang
kurang
baik,
kurangn
ya
anggaran
Desa
dalam
setiap
menjalan
kan
proses
legislasi,
dan
kualitas
internal
BPD itu
sendiri.

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu dari tiga skripsi dengan
judul sebagaimana telah tertera di dalam tabel diatas, berbeda dengan
penelitian yang rencananya penulis akan lakukan, hal ini sebagaimana fokus
terhadap rumusan masalah peran Pemerintahan Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam Pembentuka Peraturan Desa Perspektif Figh
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Siyasah Dusturiyah serta optimalisasi peran Pemerintahan Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa.
B. Kerangka Teori
1. Pengertian Figh Siyasah Dusturiyah

Figh Siyasah adalah kata bahasa Arab yang terdiri dari dua kata , yaitu
figh dan siyasah. Kata figh bermakna pengetahuan tentang hukum-hukum
ynag sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-
dalil yang rinci (yaitu dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah).*

Figh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai
secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam.Menurut
istilah fighadalah imu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, yang
bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang
dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara
bahasa Figh adalah keterengan tentang pengertian atau paham dari maksud
ucapan dari pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-
maksud perkataan dan perbuatan.®® Secara Istilah menurut Ulama’ Ushul kata

Figh berarti mengerti hukum-hukum syariah yang sebangsa amaliah yang

50T M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantarlimu Fikih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 26.
51).Sjuyuthi Pulungan,Figh Siyasah: Ajaran dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), 21.
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digali dari dalil-dalinya secara terperinci.>® Kata Figh secara bahasa adalah

faham, sesuai dengan yang diambil di dalam QS. Huud/11:>

Yaly © Liags W Upal Uy Ued8 U ol adi Lo amd L0

Lo ligde atl by Yuwepd by

Terjemahnya:
Mereka berkata: “Hai Syu’aib, Kami tidak banyak mengerti tentang
apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar kamu

seorang yang lemah diantara kami; kalau tidaklah karena keluargamu

tentulah Kami telah merajam kamu, sedangkan kamu bukan seorang
:9554

yang berwibawa di sisi kami
a. Konsep Figh Siyasah Dusturiyyah

Siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat
keputusan. Kata Siyasah dalam kamus Al-Munjid dan Lisan Al-Arab, kata
Siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan,
pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Siyasah
kadang-kadang diartikan memimpin sesuatu dengan cara yang membawa
kemaslahatan.*®

Figh Siyasah menyebut kepemimpinan dengan kata Imamahyang
antara lain bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melidungi Agama dan

mengatur kemaslahatan hidup. Sekolompok Ulama berpendapat bahwa status

2Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Figh Al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 13.

>3QS. Al-Hud (11): 91.

*Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, (Solo: SYGMA, 2010), 232.
%5).Sjuyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003),28.
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wajibnya mengangkat seorang kepemimpinan adalah berdasarkan akal sehat
tunduk kepada pemimpin yang mencegah mereka dari kedzaliman dan
menghindarkan meraka dari konflik serta permusuhan.®®

Figh Siyasah adalah ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik
membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada
umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan,
dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan
dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan
menghindarinya dari berbagai kemudhratan yang mungkin timbul dalam
kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara yang dijalani suatu bangsa.’’
Figh siyasah membagi kedalam 4 bidang yaitu:
Figh siyasah Dusturiyah.
Figh siyasah Dawliyah.

Figh siyasah Maliyah.
Figh siyasah Harbiyah.

oo o

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Figh Siyasah yang membahas
masalah Perundang-undangan Negara. Antara lain konsep-konsep konstitusi
(Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan
dalam suatu Negara), Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang),
Lembaga Demokrasi dan Syura yang merupakan pilar penting dalam

Perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep Negara

*°Al-Mawardi, Al-Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi Pres,

2015), 9.
> Mujar

Ibnu Syarif, Figh Siyasah, dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008),15.
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Hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan
Warga Negara serta hak-hak Warga Negara yang wajib dilindungi.*® Legislasi
adalah suatu proses pembentukan Undang-Undang, yang dilakukan oleh suatu
badan yang dibentuk secara khusus untuk tujuan itu, badan yang dimaksud
adalah Dewan Perwakilan Rakyat.*®

Permasalahan di dalam Figh SiyasahDusturiyah adalah hubungan
antara pemimpin yang satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta
kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Figh Siyasah
Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-
undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian
dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia

serta memenuhi kebutuhannya.®

b. Pembentukan Peraturan Dalam Figh Siyasah Dusturiyyah
Siyasah Dusturiah merupakan figh yang membahastentang Perundang-
undangan Negara.LembagaDemokrasi danSyuroyang merupakan pilar
pentingdalam pembuatan suatu Perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga
membahas konsep Negara Hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik
antara Pemerintah dan Warga Negara serta hak-hak Warga Negara yang wajib

dilindungi.

*¥Muhammad Igbal, Figh SiyasahKontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media,
2014), 177.

*Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 75.

4. A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah,
(Jakarta: Kencana, 2004), 47.
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Istilah al sulthah al tashri’iyah digunakan untuk menunjukkan salah
satu kekuasaan Pemerintahan Islam dalam mengatur masalah Kenegaraan,
disamping kekuasaan tanfidziah atau eksekutif dan kekuasaan gada 'iyah atau
yudikatif. Berdasarkan konstek ini kekuasaan legislatif atau al sultah at
tashri’ iyah yang dijalankan oleh lembaga Ahlu hali wal aqdi®berarti
kewenangan Pemerintah Islam untuk membentuk hukum yang akan dilakukan
dan dilaksanakan oleh masyarakat bersadarkan ketentuan yang diturunkan
oleh Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi
dalam islam meliputi ;

1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan

hukum yang akan diberlakukan dalam Masyarakat Islam.

2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakanya.

3) Isi Peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-

nilai dengan syariat Islam.
Ahlu ahli wal aqdi ini melakukan tugas dari Siyasah Shariyyah® untuk

membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam Masyarakat Islam

demi kemaslahatan Umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.®

S1Ahlu halli wal aqdi merupakan institusi khusus yang berfungsi sebagai legislatif yang ditaati, berisi
orang-orang yang berpengaruh dan dibentuk karena keperluan khusus pula. Nu Online, “Apa
Sebenarnya Makna Ahlul Halli wal Agdi”, diakses tanggal 11 Februari 2020.

%2Siyasah Shariyyah adalah sesuatu yang bersifat syar’i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau
politik yang bersifat syar’i, dan dapat diartikan juga sebagai tindakan yang secara praktis membawa
manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Wahbah Zuhaily, Ushul Figh
(Kulliyat Dakwah al Islami), (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89.

®*Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media,
2014), 17.
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c. Tugas dan WewenangAhlu Ahli Wal Aqdi dalam Figh Siyasah Dusturiyyah

Tugas dan wewenang dari Ahlu ahli wal aqdi adalah ahlul ikhtiar dan
mereka juga adalah Dewan Perwakilan Rakyat, tugas mereka bukan hanya
bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan
Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan, melaksanakan peran
pengawasan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan
peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi Negara saja, tugas
mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan
legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilalukan dilakukan rakyat
oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan
pelanggaran.®*

Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam
permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang
terdapat pada nash, selain harus merujuk pada nash ijtihad dari anggota
legislatif harus mengacu pada prinsip Jalb Al mashalih Wa DarAl Mafasid
atau mengambil maslahat dan menolak kemudharatan. ljtihad merekapun
harus mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat agar hasil dari
peraturan yang akan diundangkan tersebut dapat sesuai dengan aspirasi

masyarakat dan tidak memberatkan mereka.®®

% A.Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,
(Jakarta:Kencana,2007),76.

®*Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media,
2014), 188 — 189.
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Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami jika kekuasaan legislatif
atau al sultah at tashri’ iyah yang dijalankan oleh lembaga Ahlu hali wal
aqdiberarti kewenangan Pemerintah Islam untuk membentuk hukum yang
akan dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat bersadarkan ketentuan yang
diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam. dapat dipahami jika
Legislatif menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan penalaran
ijtihadterhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan
di dalam Al-Quran. Pentingnya Ahlu ahli wal Aqdi tersebut harus diisi
dengan orang-orang Mujtahid dan orang-orang yang ahli fatwa sebagaimana

yang telah dijelaskan, mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumya.

2.  Otonomi Desa

Istilah otonomimemiliki makna kebebasan atau kemandirian tetapi
bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah
wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Pemberian
tangung jawab tersebut terkandung dua unsur yaitu pemberian tugas dalam

arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk

8Abdur Rozaki, dan Sg. Yulianto, Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa, (Yogyakarta:
IRE Yogyajarta, 2015), 4.
8Jimli Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 152.
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melaksanakannya, dan pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk
memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.*

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa. Desa
adalah pelopor sistem Demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh.®®
Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sehingga Desa memeiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka Otonomi Desa itu
sendiri. Otonomi merupakan asal kata dari otonomsecara bahasa adalah
berdiri sendiri atau dengan pemerintahansendiri.®*

Otonomi Desa bukan sekedar swadaya masyarakat, dan bukan pula
kesendirian. Otonomi Desa merupakan persoalan pembagian kekuasaan dan
sumber daya yang adil kepada Desa. Memahami Otonomi Desa sebagai
keleluasaan, kekebalan, dan kemampuan Desa mengambil keputusan dan
menggunakan kewenangan untuk mengelola sumber daya lokal. Jalan menuju
kemandirian Desa membutuhkan dua pendukung utama, yaitu desentralisasi
yang membagi kekuasaan, kewenangan, pembangunan, kepercayaan, dan

tanggung jawab kepada Desa. Selain desentralisasi juga ada basis lokal yang

%2Moh. Fadli, Lazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa (Head To A Good Village
Governance), (Malang: UB Pres, 2011), 14.

8Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

“Bambang Budiono, Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia, (yogtakarta:
Renika, 2000),32.
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tumbuh di dalam Desa (swadaya, modal sosial, adat, dan pranata lokal,
kapasitas dan sumber daya ekonomi).®®

Ide Otonomi Daerah bermula dari akibat kesalahan di masa lalu, baik
secara structural maupun cultural, yang imbasnya sampai juga pada persoalan
fundamental kenegaraan kita, misalnya muncul fenomena baru untuk
memisahkan diri, meraih otonomi seluas-luasnya, atau memilih merdeka.®
Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam
sebuah Negara. Desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu
masyarakat politik dan Pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum
bangsa ini berdiri. Keberadaan struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat
dan yang lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai
kedudukan yang teramat penting.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama-sama
Kepala Desa untuk mengatur urusan rumah tangga di desa. Ruang lingkup
berlakunya hanya pada desa dimana peraturan desa itu dibuat.
Prinsip-prinsip umum dalam pembentukan Peraturan Desa antara lain:®’

a. Partisipasi masyarakat desa, merupakan hal penting untuk mengetahui

kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya suatu peraturan desa yang
akan dibuat.

% Moh. Fadli, Lazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa (Head To A Good Village
Governance), (Malang: UB Pres, 2011), 23.

8Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2006),9.

8 Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, Pemebentukan Peraturan Desa (Head To A Good
Village Governance), (Malang: UB Press, 2011), 86.
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b. Transparasi artinya proses pembentukan peraturan tidak sembunyi-
sembunyi akan tetapi harus terbuka.

c. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berada di atasnya.

d. Peraturan Desa harus sisusun oleh pejabat yang berwenang yaitu

Kepala Desa dengan BPD.

Pembentukan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah hukum dan
teknik baku pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diatur oleh
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Undang-Undang tentang Desa tidak merinci lebih lanjut
tentang teknik pemebentukan Peraturan Desa, pedoman pembentukannya
harus sesuai dengan Undang-Undang tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang telah mengatur cara dan metode yang pasti.®®

Pentingnya Peraturan Desa ini juga bertujuan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan, dan kekhususuan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia, akan tetapi Peraturan Desa yang dibuat hendaknya
mempertimbangkan ~ keutuhan  dan  kemampuan  masyarakatuntuk
melaksanakanya.®

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat

oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Tujuan dari

%Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234).

8Siswanti Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 34.
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Peraturan Desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam
penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, hal tersebut merupakan tugas dari Pemerintahan Desa. Peraturan
Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat
Desa setempat. Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang ditetapakn
olen Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan
persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).*Negara yang menganut
sistem Demokrasidalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya.®*

Desa sebagai unit pemerintahan yang terbawah berotonomi dapat
dipertimbangkan menjadi daerah kecil menurut Pasal 18 Undang-Undang
Dasar 1945, sedangkan unit Pemerintahan Daerah yang sekarang menjadi
daerah besar menurut konstitusional. Berdasarkan penjelasan tersebut perlu
penelitian lebih cermat atas kemapuan kemampuan berotonominya bisa
terwujud secara nyata sesuai perkembangan masa datang, jadi otonominya
bukan formalitas akan tetapi dapat menampung perubahan atau pergeseran

nilai akibat pembangunan yang akan berlanjut.

%Andhika Della Permana Putra, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan
Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi, (Malang: Universitas
Muhammadiyah, 2014), 2.

'Hans Antlov, Negara dalam Desa, (Yogyakarta: Lappera, 2002), 25.
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Substansinyadesa mempunyai hak menyelenggarakan  rumah
tangganya sendiri dalam ikatan atau berdasarkan konsep Negara Kesatuan,
desentralisasi, dan otonomi, kemudian membuat produk hukum sendiri.
Tujuan pembentukan Peraturan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik.

4. Desa

Istilah Desa berasal dari Swadesi yang berarti tempat asal, tempat
tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan
hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.*’Pengertian
Desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa Adat
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan tidak atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Republik Indonesia.*®

Desa juga merupakan organisasi Pemerintahan yang paling kecil,*
paling bawah, paling depan, dan paling dekat dengan masyarakat. Proses

pengambilan keputusan di Desa dilakukan dengan dua macam keputusan

%250ekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2012),213.

%pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
%Ppaling kecil berarti wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai
cakupan atau ukuran paling kecil dibanding dengan organisasi Pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi
maupun Pusat. Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 20.
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yaitu keputusan-keputusan yang berasal dan keputusan-keputusan yang dibuat
oleh lembaga formal Desa yang dilakukan untuk melakukan fungsi
pengambilan keputusan.®

Desa menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah mengartikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan.

Kedudukan, bentuk dan sifat desa berbeda dengan Pemerintahan
Daerah, maka kewenangan mengatur dan mengurus yang dimiliki desa juga
sangat berbeda dengan kewenangan Pemerintahan Daerah, kewenangan desa
menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:®’

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul

b. Kewenangan lokal berskala Desa

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

%Kushandjani, Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-legal, Skripsi,
(Semarang: UNDIP, 2017), 17.

%Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 5587).
¥Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 27.
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami jika desa merupakan
bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya berbagai tradisi, adat
istiadat, dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri.
Institusi yang otonom diatas diartikan sebagai intitusi yang berhak mengatur
dan memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang
ada di dalamnya, pernyataan tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat
keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa
yang paling konkrit dan nyata.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat. Memiliki hak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.*®

Berdasarkan perkembangannya desa telah menjurus kearah dua
kategori, yaitu desa dan kelurahan. Penyelenggaraan urusan pemeritahan yang
menjadi kewenangan desa, maka pemerintahan desa diberi kewenangan untuk
membentuk peraturan-peraturan desa sebagai produk hukum tingkat desa
yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).*®

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Pemerintahan Desa
sebagai Pemerintahan terendah langsung dibawah Kepala Desa yang

menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas Kepala

%¥Tjahya Supriatna, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012),150.
%Y .W. Sunindhia, Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, (Bandung: Angkasa, 2014), 191.
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O Landasan pemikiran dalam

pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi,

otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

101

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pemerintahan Desa sebagai lingkup pemerintahan

terkecil dilakukan oleh Pemerintahan Desa. Berdasarkan Pasal 24 Undang-

Undang Desa penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:'%?

a.

Kepastian hukum, adalah asas dalam Negara hukum yang
mengutamakan  landasan  peraturan  perundang-undangan,
kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, adalah asas yang menjadi
landasan keteraturan, Kkeserasian, dan keseimbangan dalam
pengadilan penyelenggara Pemerintahan Desa.

Tertib kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan
selektif.

Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dengan tetap mempertahankan ketentuan Peraturan perundang-
undangan.

Proposionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan
antara hak dan kewajiban penyelenggara Pemerintahan Desa.
Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
perundangan.

109Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1057.

%15arundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 181.
192yndang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
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g. Akuntabilitas, adalah asas yang mengutamakan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Efektivitas dan Efisiensi, adalah asas yang menentukan bahwa
setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan
yang diinginkan masyarakat desa.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pengertian
tentang Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem PemerintahanNegara
Kesatuan Republik Indonesia.'®® Kapasitas dan kinerja Pemerintahan Desa
merupakan komponen penting dalam pembangunan desa'® karena Pemerintah
Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, yang memiliki tugas
pokok sebagai berikut:

a. Melaksanakan urusan rumah tangga Desa, urusan Pemerintahan

Umun, membangun dan membina masyarakat.
b. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Desa dalam stuktur Pemerintahan kita merupakan suatu Pemerintahan
yang terendah. Posisi penyelenggaraan Pemerintah Desa berada di bagian
yang langsung berbaur dengan masyarakat, bagi masyarakat aparatur

Pemerintahan Desa inilah yang langsung menyelenggarakan kepentingan

1%3pasal 25 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
1%4Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 35.



68

masyarakat dan dianggap sebagai pelindung, panutan, dan penyelenggara
ketentraman dan kesejahteraan. Sedikit saja ada tingkah laku dan perbuatan
penyelenggara pemerintahan Desayang dipandang kurang pada tempatnya,
akan timbul kegelisahan pada anggota masyarakat.'®

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2,
Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.'®Pemerintahan Desa sebagai Pemerintahan
terkecil dilakukan oleh Pemeintah Desa. Pemerinathan Desa atau yang disebut

7

dengan nama lain dibantu Perangkat Desa'®’ sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa berdasarkan asas yang telah ada.'®

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1
Angka 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 Angka 7 dijelaskan

pula bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa atau yang disebut

%Daeng Sudirwo, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerahdan Pemerintahan Desa, (Bandung:
Angkasa, 1991), 43.

1%yndang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

perangakat Desa bertugas membantu kinerja Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan
Perangkat Desa lainya. Johara T. Jayadinata dan Pramandika, Pembangunan Desa Dalam
Perencanaan, (Bandung: ITB, 2006), 99.

1%y ysnani Hasyimzoem. Dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 132.
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dengan nama lain adalah Kepala Desa'® dan Perangkat Desa sebagai
unsurpenyelenggara Pemerintahan Desa.!'

Pemerintahan ~ Desa  merupakan  kegiatan  dalam  rangka
penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
Berdasarkan uraian diatas, tentang penyelenggaran pemerintah yang
dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa, mempunyai makna bahwa
penyelenggara Pemerintahan Desa tidak dapat dipisahkan dari penyelenggara
Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam
pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan
semua program desa.*

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan
Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dianggap sebagai
parlemenya Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari Penduduk
Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.
Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota BPD.
Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk

1 (satu) kali masa jabatan.'*?

19K epala Desa adalah seorang pemimpin yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan Pemerintahan
Desa.Johara T. Jayadinata dan Pramandika, Pembangunan Desa Dalam Perencanaan, (Bandung: ITB,
2006), 99.

1%eraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

padang Juliantara, Pembaruan Desa Bertumpu pada yang Terbawah, (Y ogyakarta:Pustaka
Yogyakarta, 2003),81.

125arman, Muhammad Taufik Makardo, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta, Rineka
Cipta, 2011), 289.
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Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, memberikan
pengertian tentang Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang anggotanya merupakan keterwakilan wilayah
dan yang ditetapkan secara Demokratis.**?

Badan Permusyawatan Desa (BPD) itu adalah sebagai berikut:***

a. Badan Pewrmusyawaratan Desa berfungsi Menetapkan Peraturan
Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat.

b. Anggota BPD adalah wakil penduduk Desa yang bersangkutan
yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Maksud dari
wakil dalam desa yang memangku jabatan seperti Rukum Warga,
Rukun Tetangga, Pemangku Adat, dan Tokoh Masyarakat lainya.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisianya
dilakukan secara Demokratis, fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa
sesuai dengan yang terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 55 yaitu :**°

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa, dan

melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

13yndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

WHAW Widjaja, Penyelenggara Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang
No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Bandaung: Setara Press, 2005), 279.

5pasal 55Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 TeantangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61 Butir 1 dan 2
menyebutkan hak Badan Permusyawaratan Desa yaitu mengawasi dan
meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.*°

Badan Permusyawaratan Desa menyusun Peraturan Tata Tertib Badan
Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berhak:'*’

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan

Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa.

b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Masyarakat Desa.

c. Mendapatkan biaya oprasional pelaksanaan tugas dan fungsinya

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa,
memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi, dan pemberdayaan
masyarakat, Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Pemilihan anggota BPD
dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang
memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu membahas dan menyepakati

Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

116 diman Sujatmiko. Desa Hebat, Indonesia Kuat, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 84.
pasal 61 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
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menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja

Desa. Badan Permusyawaratan Desa selain melaksanakan fungsi diatas juga

mempunyai fungsi sebagai berikut:*®

Menggali aspirasi masyarakat.

Menampung aspirasi masyarakat.

Mengelola aspirasi masyarakat.

Menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menyelenggarakan musyawarah BPD.

Menyelenggarakan musyawarah Desa.

Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan
Kepala Desa antar waktu.

Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa.

Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintah Desa.

I.  Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah
Desa dan Lembaga Desa lainya, dan melaksanakan tugas lain yang
di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

S@ o o0 o

T

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dilihat jika Badan
Permusyawaratan Desa yaitu berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat
dua lembaga yaitu Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan

kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi

8peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa.
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menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat.**°

9Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011),
77.
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METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak
logis, metodis, dan sistematis, mengenai peristiwa hukum, atau fakta empiris
yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkontrusksi guna
mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.'?

Metode penelitian merupakan faktor yang amat sangat penting dalam
suatu penelitian, berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dengan tepat
dan tidaknya metode yang digunakan agar penelitian memenuhu Kkriteria
ilmiah, maka peneliti menggunakan metode yang tidak menyimpang dari

ketentuan yang ada. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah:

A. Jenis Penelitian
Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang
menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik
perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang
dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan
untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik

maupun arsip.*?*

120\ juhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 2.
12!Mukti Fajar, dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penerapan Hukum Empiris dan Normatif, (yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), 280.

20
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Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau dapat
disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum
yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau
dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan
sebenarnya atau dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan
maksud untuk engetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang
dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju
kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian
masalah.?

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, karena dapat dilihat
dari judul penelitian ini yaitu Analisis Yuridis Peran Pemerintahan Desa dan
Badan Permusywaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa perspektif
Figh Siyasah.

B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan
nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan
untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada

identifikasi (problem-identification).’*® Penelitian Yuridis sosiologis yakni

dengan mengindentikisai pola hubungan antara pemegang kekuasaan disuatu

122Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dan praktek, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2002), 16.
2350erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1982), 10.
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pihak serta masyarakat umum di pihak lain, serta faktor-faktor sosial yang
mempengaruhinya.’®* Penelitian dilakukan terhadap kenyataan yang terjadi
dalam masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta hukum
di lapangan, yang kemudin menuju pada identifikasi dan berakhir pada

penyelesaian masalah.

C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sumber Salak, Kecamatan

Ledokombo, Kabupaten Jember.

D. Sumber Data
Sumber data merupakan tempat dimana data-data dipeoleh oleh peneliti.
Data yang di dapat tidak hanya data fakta lapangan tetapi juga menggunakan
teori buku, jurnal, dan segala bentuk hal ynag berkaitan dengan pembahasan
penelotian ini:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama.'®® Data primer adalah data yang dikumpulkan, dari tangan pertama
dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangandan data yang diperoleh

langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan

12Bahder Johan, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130.
12 Aminuddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2016), 30.
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dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.'?®

Data primer peneliti adalah berupa hasil wawancara langsung dengan pihak
Desa (Kepala Desa serta Prangkat Desa), pihak Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, dan
ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai
pelengkap sumber data primer.*?’Data sekunder adalah data yang diperoleh
dari suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah
mengumpulkan dan mengolahnya sebelumnya, dokumen-dokumen resmi,
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam
bentuk laporan, skripsi, tesis, desertasi, perturan Perundang-undangan.*®

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari
sumber yang pertama, penelitian kali ini menggunakan buku-buku hukum,
dokumen/arsip Desa Sumber Salak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tetang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015
tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.

3. Data Tersier

28Muslin Abdurrahman, Sosiologi dan Penelitian Hukum, (Malang: Umm Press, 2009), 112.

27 Aminuddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2016), 30.

187ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.
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Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.’®Data tersier yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, internet, dan jurnal.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti pada bagian ini mendapatkan data yang akurat dan otentik
karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun
sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan peneltian. Penelitian lazimnya
dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan
pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.'®
Penelitian ini dalam tekhnik pengumpulan data primer dan sekunder yang
dilakukan adalah:

Observasi

Observasi adalah pertanyaan yang diajukan peneliti terhadap
lingkungan, apa yang diamatibergantung pada pertanyaan yang dikemukakan
berhubungan dengan apa yang ingin dicari jawabannya.'** Observasi atau
survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara
mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat
diamati dengan mata kepala. Observasi ini untuk memperoleh data atau fakta

sosial akan diperoleh dari pemerincian terhadap kegiatan, perilaku, tindakan

12Bahder Johan, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 138.
1%050erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), 21.
BIMuslin Abdurrahman, Sosiologi dan Penelitian Hukum, (Malang: Umm Press, 2009), 118.
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orang-orang, serta juga secara keseluruhan kemungkinan interaksi
interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari perilaku
hukum manusia yang dapat diamati, dengan cara ini memungkinkan peneliti
untuk mengkaji segala sesuatunya secara mendalam dan rinci mengenai
sejumlah kecil orang dan kasus, hal ini akan meningkatkan pemahaman
terhadap kasus dan situasi itu dan sekaligus mengurangi generalisasi.**?

Observasi dilakukan untuk mengetahui dan memahami bagaimana
peran Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo
Kabupaten Jember. Dilakukannya observasi ini diharapkan akan mendapatkan
sejumlah informasi rinci dan jelas mengenai hal yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk

memperoleh informasi yang tentang sesuatu yang tidak dapat peroleh melalui

pengamatan.’*

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai kajian
ilmu hukum empiris, dilakukan dengan tekhnik menggunakan wawancara
yang terstrutur tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun
secara sistematik, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat

dalam penelitian. Wawancara yang dimaksud untuk memperoleh informasi

yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya, dalam

132Bahder Johan, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 169.
3Burhan As-shofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 59.
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wawancara ini semua keterangan jawaban yang diperoleh mengenai apa yang

diinginkan dicatat atau direkan dengan baik.*** Peneliti dalam pengelolaan

data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara kepada:

a.
b.
C.

d.

e.
f.
3. Dokumentasi

Bapak Suryono selaku Kepala Desa Sumber Salak

Ibu Ika Indawati selaku Sekretaris Desa

Bapak Muhammad Lutfi selaku Ketua BPD Desa Sumber
Salak

Bapak Didik Hadi Prayitno selaku wakil Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Sumber Salak.

Nanik Suryatin Selaku Masyarakat Desa Sumber Salak
Fidayatul Jamilah selaku Masyarakat Desa Sumber Salak.

Dokumentasi bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan

hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum harus diperiksa ulang validasi dan

reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil dari suatu penelitian.*®

F. Metode Pengelolaan Data

Pengolahan data adalah teknik dimana data yang diperoleh kemudian

diolah untuk lebih bisa menjelaskan bagaimana atas pengertian yang didapat

bisa dicerna menjadi pengertian yang utuh, sehingga dapat diuraikan sebagai

berikut:*®

1. Pemeriksaan Ulang(Editing)

1%*Bahder Johan, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 67.
135 Aminuddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2006), 68.

13 saifullah, Metodologi Penelitian, Buku Panduan Fakultas Syariah, (Malang: UIN

Maliki, 2006), 18.
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Editing data adalah bagian dimana peneliti meneliti kembali semua

bahan yang diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban yang diterima,

kejelasan

maknanya, konsistensi jawaban atau informasi, kesesuain serta

relevansinya dengan penelitian maupun keseragaman data yang diperoleh

penelitian.™’

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan,

berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data. Melalui

editing diharapkan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabilitas) data

yang hendak dianalisis. Editing biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a)
b)

c)

138

Tulisan yang tertera harus jelas, kalimatnya harus jelas maknanya,
sehingga tidak menyebabkan kesalahan dalam penafsiran.
Apakah jawaban-jawaban responden cukup logis, dan terdapat
kesesuain antara jawaban satu dengan yang lain.

Jawaban harus relevan dengan pertanyaan.

Pemeriksaan kembali semua data yang  diperoleh,

terutamadarikelengkapannya,kejelasanmakna,kesesuaian, serta relevansi

data satu dengan data yang lain. Data dalam penelitian ini telah meneliti

kembali

hasil wawancara yang diperoleh dari pihak Desa (Kepala Desa serta

Perangkat Desa) dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

2. Klasifikasi Data

¥750erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), 264.
138 Aminuddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2006), 168.
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Klasifikasi data yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah
diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan.™*® Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk
memilih data-data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dan juga
membatasi data yang tidak diperlukan.

Tahap Klasifikasi data peneliti telah mengklasifikaiskan semua data
baik yang berasal dari hasil wawancara dengan pihak desa (Kepala Desa
serta Perangkat Desa) dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
seluruh data yang diperoleh tersebut kemudian dibaca dan ditelaah secara

mendalam, selanjutnya digolongkan sesuai kebutuhan.

. Verifikasi Data

Tahap selanjutnya adalah verifikasi data, setelah kedua tahap diatas
yaitu dilanjutkan dengan verifikasi data yaitu langkah yang dilakukan
peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang mana data
dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,*°
supaya memudahkan peneliti untuk menganalisis data.

Tahap ini data-data yang diperoleh oleh peneliti berupa dokumen-
dokumen sudah ditinjau kembali keabsahan data dengan wawancara kepada

narasumber yang berkompeten dalam hal ini.

139K oentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
1997), 270.
1“ONana Sudjana, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000),

84.
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4. Analisis
Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang analisis yang
menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang
terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.
Teknik analisis yang digunakan vyaitu yuridis kualitatif, yaitu berupa

interprestasi mendalam tentang bahan-bahan hukum,**

selanjutnya hasil
analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam
penelitan ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab

permasalahan dalam peneltian.

M17ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.



BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan menjelaskan profil daerah penelitian dan hasil serta
pembahasan penelitian. Profil'*® daerah penelelitian ini akan menyajikan

gambaran-gambaran umum®*®

tentang Desa Sumber Salak Kecamatan
Ledokombo Kabupaten Jember. Gambaran ini untuk mengetahui lebih jauh
mengenai daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam
pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data. Menentukan
teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang
diteliti.

Pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan
data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi
baik dari segi kondisi wilayah dan karakteristik Pemerintahan Desa, Badan

Permusyawaratan Desa serta karakteristik masyarakat sebagai objek

penelitian.***

“2profil adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Tim Redaksi KBBI
Pusat, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2008),

“SAndhika Della Permana Putra, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan
Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi, (Malang: Universitas
Muhammadiyah, 2014), 2.

1“Reka Marsella, Pelaksaan Otonomi Desa Menurut Figh Siyasah, Skripsi, (Lampung: UIN Raden
Intan, 2018).

20
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Gambar 1.1
Peta Desa Sumber Salak

Sumber: Website Desa Sumber Salak
Desa Sumber Salak merupakan bagian dari wilayah Kecamatan
Ledokombo, vyaitu sebuah Kecamatan yang berada disebelah timur

5

Kabupaten Jember. Secara historis'* nama Ledokombo ini bersasal dari

bahasa Jawa yang berarti “suatu bentangan lahan yang banyak dengan

146 147

lembah-lembah luas dan berbukit,”™ yang bila ditelusuri letak geografis
menunjukkan jika wilayah ini benar-benar sangat luas dan banyak lembah-
lembah serta bukit dimana-mana.'*® Berdasarkan pembagian wilayah,
Kecamatan Ledokombo ini memiliki 10 Desa yaitu Desa Sanen, Desa

Sumber Salak, Sumber Bulus, Sumber Lesung, Lembengan, Sumber Anget,

“Historis adalah sesuatu ynag berkenaan dengan sejarah, bertalian atau berkenaan dengan masa
lampau. Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa ,Kamus Besar Bahasa Indonesi Pusat Bahasa, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2008),1029.

“®https://sumbersalak.desa.id/profil/, diakses pada tanggal 20 juni 2020.

“Geografis adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang
diperoleh dari bumi. Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa ,Kamus Besar Bahasa Indonesi Pusat Bahasa,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),1029.

%8 Nur Dyah Ginawati, Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Perempuan, (Yogyakarta: Pandiva Buku,
2013), 97.
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®  Kecamatan

Ledokombo, Sukogidri, Slateng, dan Karang Paiton.*
Ledokombo ini berjarak kurang lebih 30 km dari Kota Jember, sedangkan
Desa Sumber salak berjarak kurang lebih 2-3 km dari pusat kecamatan,
sedangkan jarak tempuh ke kecamatan yaitu sekitar 0,25 jam, jarak tempuh
ke Kabupaten Jember yaitu sekitar 1 jam, dan jarak tempuh ke provinsi
yaitu 6 jam. Desa Sumber Salak berbatasan dengan Desa Sumber Bulus dan
Desa Sumber Lesung disebelah Utara, sebelah selatan berbatasan dengan
Desa Sumber Jati, Kecamatan Silo, sebelah barat berbatasan dengan Desa
Suren, dan sebelah timur Desa sumber salak ini berbatasan dengan Hutan.**
Desa Sumber Salak merupakan salah satu desa dari 226 desa di Kabupaten
Jember. Desa Sumber Salak ini secara administratif>* terbagi menjadi 4
Dusun yaitu Dusun Paluombo, Dusun Salak, Dusun Karang Anyar, dan
Dusun Juroju, jika dibandingkan dengan desa-desa lain, Desa Sumber

Salak paling luas wilayahnya,*** yaitu dengan luas wilayah

6.558,213 hektar yang terdiri dari:*

“9Suryono, wawancara, (Ledokombo, Rabu, 17 Juni 2020).

%0 Mohammad Luthfi, Wawancara, (Ledokombo, Selasa, 26 Juni 2020).

1 Administratif adalah istilah generik untuk suatu wilayah pemerintahan dalam atau di bawah suatu
Negara berdaulat. Wilayah ini biasanya berupa suatu pemerintahan lokal dengan nama yang berbeda-
beda dan dengan derajat ekonomi tertentu. Administratif yaitu bersangkut paut dengan Administrasi.
Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT
Gramedia Pusat Utama, 2008), 239.

152 Nur Dyah Ginawati, Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Perempuan, (Yogyakarta: Pandiva Buku,

2013), 83.

3https://sumbersalak.desa.id/profil/, diakses pada tanggal 20 juni 2020.
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Tabel 1.2
Luas wilayah
NO | URAIAN LUAS
1 Luas Pekarangan/ Pemukiman 175 Ha
2 Luas Persawahan 482,83 Ha
3 Luas Tegalan 350 Ha
4 Luas Kuburan 1,5 Ha
5 Luas Hutan Negara 5.723,4 Ha
6 Luas Perkantoran 0,483 Ha
Jumlah total 6558.213 Ha

Sumber: Website Desa Sumber Salak

Peningkatan penduduk setiap tahunya terus berjalan, sehingga

itu terus memadati

Desa Sumber Salak dengan jumlah

keseluruhan pada tahun 2020 ini yaitu berjumlah Jumlah 9810 jiwa. Seluruh

penduduk Desa Sumber Salak menurut jenis kelamin yaitu sebagai berikut:

154

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk
Penduduk
NO Dusun L P Jumlah
1 Paluombo 625 1551 3177

>Suryono, wawancara, (Ledokombo, Rabu 17 Juni 2020).
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2 Salak 1216 1170 2386
3 Karang Anyar 1432 1423 2855
4 | Juroju 843 549 1392

Jumlah 5117 4693 9810

Sumber: Website Desa Sumber Salak

Berdasarkan tingkat pendidikannya masyarakat di Desa Sumber Salak

pada tahun 2020 ini yaitu sebagai berikut:**®

Tabel 1.4
Tingkat Pendidikan
No Lulusan Pendidikan Umum Jumlah
1 | Taman Kanak-Kanak 420
2 | Sekolah Dasar/ Sederajat 871
3 | SMP 532
4 | SMA 220
5 | Akademi/ D1-D 21
6 | Sarjana 16
Jumlah 2.080

Sumber: Website Desa Sumber Salak
Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah

pusat, memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan

Shttps://sumbersalak.desa.id/profil/, diakses pada tanggal 20 juni 2020.




89

keberhasilan pembangunan nasional.®® Pemerintah Desa terdiri dari Kepala
Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat
Desa lainya.Penyelenggara Pemerintahan Desa tidak hanya dilaksanakan oleh
jabatan-jabatan fungsional™’ yang disebut di atas namun dalam prakteknya
kebutuhan desa dalam membangun desanya tidak hanya dibebankan kepada
dua jabatan tersebut, namun memiliki bagian-bagian urusan selaku pelaksana

pemerintahan fungsional demi membangun desanya.*®®

Gambar 1.2
Kantor Desa Sumber Salak

Sumber: Dokumentasi Penelitian

1%8gtoro Eko, Desa Membangun Indonesia, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 34.

17Eyngsional adalah istilah ynag merujuk pada aspek sosial yang ditinjau berdasarkan pada fungsinya.
Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT
Gramedia Pusat Utama, 2008), 1068.

8 Andhika Della Permana Putra, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan
Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi, (Malang: Universitas
Muhammadiyah, 2014), 2.
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Desa Sumber Salak berdiri sejak tahun 1863, dan sejak berdirinya

Desa Sumber Salak ini telah dipimpim oleh Kepala Desa terpilih sebagai

berikut:**®
Tabel 1.5
Kepala Desa
Kepala Nama Masa Jabatan Keterangan
Desa

1 Samsulla 1863-1885 Kepala Desa Pertama
2 Musdar 1885-1901 Kepala Desa Kedua
3 H. Alwi 1901-1925 Kepala Desa ketiga
4 Saripa 1925-1965 Kepala Desa keempat
5 Arpawi 1965-1966 Kepala Desa kelima
6 Kabul 1966-1967 Kepala Desa keenam
7 Hurhadi 1967-1984 Kepala Desa ketujuh
8 Mawardi 1985-1993 Kepala Desa kedelapan
9 Mawardi 1993-2003 Kepala Desa kesembilan
10 Moh. Siswanto | 2003-2013 Kepala Desa kesepuluh
11 | Abdul Haki 2013-2019 Kepala Desa kesebelas
12 Suryono 2019-2026 Kepala Desa keduabelas

Sumber: website Desa Sumber Salak

YShttps://sumbersalak.desa.id/profil/, diakses pada tanggal 20 juni 2020.
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Seperti desa pada umumnya Pemerintahan Desa Sumber Salak ini

juga memiliki visi dan misi untuk memajukan Desa sumber salak, visi*®°dan

misi‘® Pemerintahan Desa Sumber Salak yaitu sebagai berikut:'®?

Visi:

Mewujudkan Desa Sumber Salak yang “Gemah Ripah Loh Cinawi”
Misi:

Mengurangi angka pengangguran dan pengusahaan lapangan kerja.

Memberikan pelayanan prima

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Menjaga ketentraman dan ketertiban untuk mewujudkan desa yang
aman dan makmur.

PO

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Kerja
Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berada di
tingkat desa.'®® Jalanya pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Kepala
Desa diawasi oleh BPD. Jumlah anggota BPD di Desa Sumber Salak yaitu

sebanyak 9 orang yaitu sebagai berikut:

180K ata visi berasal dari bahasa inggris, vision yang berarti penglihatan, daya lihat, pandangan, impian,
atau bayangan.Secara etimologis bisa juga pandangan disertai pemikiran mendalam dan jernih yang
menjangkau jauh kedepan.Akdon, strategi manajemen for educational management, (Bandung,
Alfabeta, 2009), 95.

%1Misi merupakan guidline yang lebih pragmatis dan konkrit ynag dapat dijadikan acuan
pengembangan strategi dan aktifitas dalam lembaga atau organisasi. Syaiful Sagala, manajemen
strategi dalam peningkatan mutu pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2007), 135.

162 Mohammad Luthfi, Wawancara, (Ledokombo, Selasa, 23 Juni 2020).

163 Dadang Juliantara, Pembaruan Desa Bertumpu pada yang Terbawah, (Yogyakarta: Pustaka
Yogyakarta, 2003), 78.
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Tabel 1.6

Anggota BPD
No Nama Jabatan
1 | Mohammad Luthfi Ketua
2 | Didik Hadi Prayitno Wakil Ketua
3 | Susianto Sekretaris
4 | Mulyono Anggota
5 | Yusuf Abdullah Anggota
6 | Bahrul Rosi Anggota
7 | Hamidah Anggota
8 | Sri Wahyuni Anggota
9 | Siswanto Anggota

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
persyaratan untuk menjadi anggota BPD vyaitu adalah penduduk desa warga
Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan yang mengikat,
pemetapan jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk

desa, luas wilayah, dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan.'®*

164 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
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A. PERAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA
SUMBER SALAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

1.PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUMBER SALAK
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat
oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Tujuan dari
Peraturan Desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam
penyelenggaraan  pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, hal tersebut merupakan tugas dari Pemerintahan Desa. Peraturan
Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat
Desa setempat. Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang ditetapakn
olen Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan
persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).'®®> Negara yang menganut
sistem Demokrasidalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya.'®®

Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan-kebijakan

yang dibuat Kepala Desa bersama BPD.™®" Sesuai dengan prinsip demokrasi,

%5 Andhika Della Permana Putra, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan
Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi, (Malang: Universitas
Muhammadiyah, 2014), 2.

1%°Hans Antlov, Negara dalam Desa, (Yogyakarta: Lappera, 2002), 25.

1°7 Daeng Sudirwo, Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa, (Bandung:
Angkasa, 1991), 44.
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BPD bersama Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati atau Wali Kota.*®
Pentingnya Peraturan Desa ini juga bertujuan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan, dan kekhususuan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia, akan tetapi Peraturan Desa yang dibuat hendaknya
mempertimbangkan  keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk
melaksanakanya.'®® Prinsip-prinsip umum dalam pembentukan Peraturan
Desa antara lain:*™
a. Partisipasi masyarakat desa, merupakan hal penting untuk mengetahui
kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya suatu peraturan desa yang
akan dibuat.
b. Transparasi artinya proses pembentukan peraturan tidak sembunyi-
sembunyi akan tetapi harus terbuka.
c. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berada di atasnya.
d. Peraturan Desa harus sisusun oleh pejabat yang berwenang yaitu
Kepala Desa dengan BPD.
Siyasah Dusturiyah adalah bagian Figh Siyasah yang membahas
masalah Perundang-undangan Negara. Antara lain konsep-konsep konstitusi

(Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan

dalam suatu negara), Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang),

188 Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 34.

189Sjswanti Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 34.
\oh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, Pemebentukan Peraturan Desa (Head To A Good
Village Governance), (Malang: UB Press, 2011), 86.
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Lembaga Demokrasi dan Syura yang merupakan pilar penting dalam
Perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep Negara
Hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan
Warga Negara serta hak-hak Warga Negara yang wajib dilindungi.'”
Legislasi adalah suatu proses pembentukan Undang-Undang, yang dilakukan
oleh suatu badan yang dibentuk secara khusus untuk tujuan itu, badan yang
dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat.'"2

Permasalahan di dalam Figh Siyasah Dusturiyah adalah hubungan
antara pemimpin yang satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta
kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Figh Siyasah
Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-
undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian
dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia
serta memenuhi kebutuhannya.'”®

Istilah al sulthah al tashri’iyah digunakan untuk menunjukkan salah
satu kekuasaan Pemerintahan Islam dalam mengatur masalah Kenegaraan,

disamping kekuasaan tanfidziah atau eksekutif dan kekuasaan gada’iyah atau

yudikatif. Berdasarkan konstek ini kekuasaan legislatif atau al sultah at

Y\Muhammad Igbal, Figh SiyasahKontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media,
2014), 177.

1725 bekti, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 75.

134, A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah,
(Jakarta: Kencana, 2004), 47.
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tashri’ iyah yang dijalankan oleh lembaga Ahlu hali wal aqdi*™ berarti
kewenangan Pemerintah Islam untuk membentuk hukum yang akan dilakukan
dan dilaksanakan oleh masyarakat bersadarkan ketentuan yang diturunkan
olen Allah SWT dalam syariat Islam. Unsur-unsur legislasi dalam islam
meliputi ;
a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum
yang akan diberlakukan dalam Masyarakat Islam.
b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakanya.
c. Isi Peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-
nilai dengan syariat Islam.

Ahlu ahli wal aqdi ini melakukan tugas dari Siyasah Shariyyah'™
untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam Masyarakat
Islam demi kemaslahatan Umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.*"

Pemerintah yaitu sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut
dengan khalifah sebagai gelar kepala negara dalam sejarah islam yaitu
mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan
hukum yang tidak diatur jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadist, akan tetapi hak

untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan hanyalah milik Allah

SWT dan Rosulnya, sehingga Khalifah mengeluarkan suatu hukum atau

Y Ahlu halli wal aqdi merupakan institusi khusus yang berfungsi sebagai legislatif yang ditaati, berisi
orang-orang yang berpengaruh dan dibentuk karena keperluan khusus pula. Nu Online, “Apa
Sebenarnya Makna Ahlul Halli wal Agdi”, diakses tanggal 11 Februari 2020.

Siyasah Shariyyah adalah sesuatu yang bersifat syar’i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau
politik yang bersifat syar’i, dan dapat diartikan juga sebagai tindakan yang secara praktis membawa
manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Wahbah Zuhaily, Ushul Figh
(Kulliyat Dakwah al Islami), (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89.

®Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media,

2014), 17.
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Qanun atau hukum Allah SWT tidak diatur jelas oleh Al-Quran dan AL-
Hadist, karena aturan hukum Allah itu tidak membedakan antara pemilik
kekuasaan dan individu-individu Negara.*”’

Ketetapan hukum yang dikeluarkan lembaga Legislatif yaitu Ahlu halli
wal aqdi akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan
dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang
duduk dilembaga legislatif ini dari para mujtahid® dan ahli fatwa serta para
pakar dalam berbagi bidang.*"

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh kekuasaan
Ahlu Halli Wal Aqdi harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber
syariat islam tersebut. Terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam
hal-hal yang ketentuanya sudah terdapat di dalam nash Al-Quran dan Sunnah,
undang-undang yang dikeluarkan oleh Ahlu Halli Wal Aqdi adalah Undang-
Undang illahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh
nabi SAW dalam Hadist, namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya
kedua sumber ajaran islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang

global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahn secara terperinci.

Y7 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media,
2014), 177.

Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtinad dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
yaitu harus mengetahui ayat-ayat Al Quran, harus mengetahui Hadis-Hadis, mengetahui Nasikh dan
Mansukh, mengetahui Ushul Figh oleh AL- Razi dianggap paling penting untuk dimiliki oleh para
mujtahid, mengetahui nahwu, sharraf, balaghah dan sejenisnya serta mengetahui ijma’ agar ijtihad
ynag dihasilkan tidak bertentangan dengan ijma’. Rusdi Kholil, Ushul Figh, (Bangkalan: 2013), 92.

179 Masdar farid Mas’udi, Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam, (Jakarta:Pustaka
Alvabet, 2010), 77.
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Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan komplek sehingga
membutuhkan jawaban yang tepat dan kompleks sehingga membutuhkan
jawaban yang tepat untuk mengantisiapasinya.*®

Berdasarkan penjelasan diatas maka kekuasaan legislatif atau ahli
hallu wal aqdi menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan penalaran
kreatif (ijtihad) terhadap permasalahn-permasalahn yang secara tegas tidak
dijelaskan oleh nash. Perlunya Ahlu Halli wal Aqdi tersebut diisi oleh orang-
orang yang mujtahid dan ahli fatwa sesuai dengan ynag telah dijelaskan
diatas.Mereka melakukan ijtihad™® untuk menetapkan hukumnya dengan

182 (analog).'®® Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum

jalan giyas
yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan
ketentuan nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip jalb
al-mashalih dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak

kemudhorotan). ljtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan

kondisi social masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu

180 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media,
2014), 177.

18l)jtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rosulullah,
sehingga dalam perkembanganya ijtihad ini dilakukan oleh para Sahabat, Tabiin, serta masa-masa
setelahnya sampai sekarang ini.Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenal dengan masa
taklid, ijtihad tidak diperbolehkan, tetapi pada periode tertentu ijtihad mulai dibuka kembali. Karena
tidak bisa dipungkiri bahwa ijtihad merupakan suatu keharusan untuk menggapai tantangan hidup yang
semakin kompleks. Rahmat Syafe’l, IImu Ushul Figh, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 98.

'82Qiyas secara etimologis berarti mengira-ngira atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain,
sedangkan secara terminologis menurut ulama ushul figh, giyas adalah menyamakan sesuatu ynag
tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu ynag ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat
hukum. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 363.

®Munawwir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Ul Press,
1990), 180.
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sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak membeatkan masyarakat. ljtihad
tersebut dilakukan dengan cara musyawarah yang disebutkan di dalam Al-
Qur’an surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi:
“Berkat Rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut
terhadap mereka yang menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu
maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan
musyawarahlah dengan mereka sebab urusan itu.Kemudian, apabila
engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkal kepada Allah.”
Tugas dan wewenang dari Ahlu ahli wal aqdi adalah ahlul ikhtiar dan
mereka juga adalah Dewan Perwakilan Rakyat, tugas mereka bukan hanya
bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan
Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan, melaksanakan peran
pengawasan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan
peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi Negara saja, tugas
mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan
legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilalukan dilakukan rakyat
oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan
pelanggaran.’® Khalifah sebagai pemegang kekuasaan atau sebagai pimpinan
tertinggi suatu Negara berhak menetapkan aturan hukum atau ganun yang
tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Selain kekuasaan dan

menetapkan aturan hukum yaitu kholifah, peran Al-Sulthah Al-Tashri’iyah

juga berhak menetapkan aturan hukum atau Qanun yang dilaksanakan oleh

1%A.Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,
(Jakarta:Kencana,2007),76.
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lembaga Ahlu Halli Wal Aqdi, namun kekuasaan dan kewenangan mutlak

menetapkan suatu hukum merupakan hak Allah SWT dan Rosulnya,

sebagimana sabda Nabi SAW:

“Bagaimana kamu bisa memutuskan ketika ada suatu permasalahn
hukum yang diajukan kepadamu?Muadz r.a menjawab “aku
memutuskanya dengan Kitabullah” Rasulullah SAW bertanya, jika
kamu tidak menemukan di dalam Kitabullah?Muadz r.a menjawab
“aku akan memutuskanya dengan Sunnah Rasulnya”. Rasulullah SAW
bertanya lagi, jika kamu tidak menemukan di dalam sunnah Rasulnya?
Muadz r.a menjawab, “aku akan berijtihad dengan pendapatku dan
aku tidak akan teledor didalamnya”. Rasulullah lalu menepuk-nepuk
pundak dada Muadz bin Jabal r.a seraya berkata, “Segala Puji bagi
Allah yang telah menunjukkan utusan Rasulullah kepada apa yang
diridhoi oleh Allah dan Rasulnya.*®

Berdasarkan hadist diatas bahwa hal ini berarti kedaulatan yang asli

adalah hanya dimiliki Allah SWT. Apabila terjadi tuntutan perkembangan

sosial mengharuskan menetapkan suatu aturan hukum yang sebelumnya tidak

terdapat dalam nash, sehingga diperbolehkan kepada seorang khalifah atau

pemimpin untuk bermusyawarah bersama Ahlu Halli wal Aqdi, Dimana

menghasilkan suatu aturan hukum yang memperjuangkan kemaslahatan

umum terkait dalam hal ynag terdapat dalam nash.®®AL-Quran juga

menjelaskan dasar hukum lembaga Ahlu Halli Wal Aqdi dalam menetapkan

hukum yang ada dalam Surat An-Nisa’ (4) ayat 58-59,

18 Munawwir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Ul Press,

1990), 169.

18 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media,

2014), 177
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Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada

yang berhak menerimanya dan menyurih kamu apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran ynag sebaik-baiknya
kepada kamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha

Melihat. Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taati

Rasul, dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

Quran) dan Rasulnya (Sunnahnya).”

Avyat tersebut terdapat kata Ulil Amri, yang memiliki banyak arti,
diantaranya Ahlu Halli wal Aqdi atau kelompok yang ahli dalam mengambil
keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi kepentingan umum
Ulil Amri juga dapat berarti pemerintahan dengan Khilafah/Imam/Amir
sebagai kepada pemeritahan. Ulil Amri juga dapat berarti sekelompok orang
yang bertugas menjalankan dan menjautuhkan hukum. Berdasarkan hal
tersebut dapat disimpulkan bahwa Ulil Amri juga dapat berarti kelompok
orang yang bertugas menjalankan pemerintahan dari segi eksekutif,
legislative, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif termuat didalam pengertian
Ulil Amri sebagai Ahlu Halli Wal Aqdi yaitu kelompok yang ahli dalam
mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi
kepentingan umum.*®’

Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam

permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang

87 Munawwir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Ul Press,
1990), 169.
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terdapat pada nash, selain harus merujuk pada nash ijtihad dari anggota
legislatif harus mengacu pada prinsip Jalb Al mashalih Wa DarAl Mafasid.
Ijtihad merekapun harus mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial

masyarakat agar hasil dari peraturan yang akan diundangkan tersebut dapat

sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.'®®

Kekuasaan Al-Sulthah Al-Tashri’iyah dijalankan oleh lembaga Ahlu
Halli Wal Aqdi dalam pengertianya orang yang memiliki kewenangan untuk

memutuskan dan menentukan suatu nama umat, dengan kata lain Ahlu Halli

wal Aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung aspiasi masyarakat.'®®

Menurut Al-Anshari Ahlu Ahli wal Aqdi diangkat melalui beberapa
mekanisme:

a. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala, dalam pemilu
anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih
anggota Ahlu Halli Wal Aqdi sesuai pilihanya.

b. Pemilihan Ahlu Halli wal Aqdi melalui seleksi dalam masyarakat.
Berdasarkanhal ini masyarakat melihat orang-orang yang terpandang
dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar
untuk kepentingan umat, merekalah yang kemudian dipilih untuk
menjadi anggota Ahlu Halli wal-Aqdi.

c. Anggota Ahlu Halli wal Aqdi juga ada yang diangkat langsung oleh
kepala Negara.

88 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media,
2014), 188 — 189.

18 Munawwir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Ul Press,
1990), 169.
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Tugas Ahlu Halli wal Aqdi sebagai lemaba legislatif dalam suatu

Negara islam memiliki sejumlah tugas yang harus dilakukanya, menurut Abu

ala al-Maududi majelis al Syura atau Ahlu Halli Wal Agdi memiliki beberapa

tugas diantaranya:'®

Kewenangan Ahlu Al-halli wal Aqdi dengan adanya tugas tersebut yaitu:

a. Menegakkan aturan yang secara tegas dalam syariat dan merumuskan

suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentag
hal-hal yang diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Al-Sunnabh.

. Jika pedoman-pedoman dalam Al-Quran dan Sunnah mempunyai

kemungkinan interprestasi lebih dari satu maka lembaga legislatiflah
ynag berhak memutuskan penafsiran terhadap mana yang harus
ditempatkan dalam kitab Undang-Undang.

Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, fungsi
lembaga legislative ini adalah menegakkan hukum-hukum yang
berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga
jiwa hukum islam. Apabila sudah ada hukum-hukum dalam bidang
yang sama yang tercantum dalam kitab fikih, maka dia bertugas untuk
menganut salah satu diantaranya, dan jika dalam masalah apapun Al-
Quran dan Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar
sekalipun, maka kita harus mengartikan bahwa tuhan telah
memberikan kita kebebasan melakukan legislasi mengenai masalah ini
menurut apa yang terbaik. Oleh karenanya, dalam kasus semacam ini,
lembaga legislatif dapat melakukan perumusan hukum tanpa batasan,
sepanjang ridak bertentangan dengan jiwa semangat syariah.

191

a. Memberikan masukan kepada khalifah dalam berbagai aktifitas dan

masalah praktis, semisal masalah pemerintahan, pendidikan,
kesehatan, ekonomi, perdangangan, dan lain sebagainya. Pendapatnya

maka bersifat mengikat.

199 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media,

2014), 177.

1914 A Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,
(Jakarta: Kencana, 2004), 37.
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b. Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan penelitian dan analisa,
serta masalah kedisiplinan, financial, pasukan, politik luar negeri,
khalifah berhak merujuk pada pandangan majelis umat, namun dalam
hal padangan majelis uamat tidak mengikat.

c. Khalifah berhak menyodorkan undang-undang atau hukum yang
hendak di adopsi kepada majelis, majelis berhak memberikan saran
atau masukan serta menilai dan mengefaluasi meskipun tidak bersifat
mengikat.

d. Majelis mempunyai hak untuk mengoreksi tindakan riil yang
dilakukan oleh khalifah, maka koreksi majelsi bersifat mengikat
apabila dalam mejelis terdapat konsensus manakah di dalam majelis
belum atau tidak terjadi konsesnsus. Apabila sebaliknya maka koreksi
tersebut tidak bersifat mengikat manakala di dalam majelis belum atau
tidak ada konsensus, jika diantara majelis dan khalifah terjadi silang
pendapat, maka dalam kondisi yang seperti ini nantinya keputusan
yang dihasilkan bersifat mengikat.

e. Majelis juga berhak membatasi kandidat calon khalifah sebagai wujud
dari suksesi kekuasaan pemerintah.

f.  Majelis memiliki hak interplasi, yaitu hak untuk meminta keterangan
kepada khalifah mengenai kebijakan-kebijakan strategis ynag
berkenaan dengan kemaslahatan umat dan pertimbangan syara’/hak
angket, yaitu majelis berhak melakukan pemyelidikan terhadap
berbagai kebijakan khalifah yang dirasa bertentangan dengan syara’,
meskipun dalam hal ini keputusan mejelis tidaj bersifat mengikat
karena hal itu merupakan hak progresif wilatul mudhalim.* Selain itu

juga punya hak untuk menyatakan pendapat.

192\Wilatul Mudhalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kedzaliman para
penguasa dan keluarganya ynag pada hak-hak rakyat.Didirikanya bertujuan untuk memelihara hak-hak
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Berdsarkan hal itu sama halnya dengan yang berada di desa dalam
menganalisis pembentukan peraturan desa, pembentukanya tidak lepas dari
peran pemerintah dalam hal ini kepala desa selaku kepala pemerintahan, serta
Badan Permusawaratan Desa (BPD) sebagai wakil yang yang bertugas
menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Peran BPD selaku wakil dari
masyarakat desa sama halnya dengan Ahlu Al-halli wal Aqgdi dia berhak
membentuk aturan hukum bersama dengan Kepala Desa.

Penjelasan diatas figih siyasah dusturiyah menganalisis bahwa, dalam
hal legislasi atau membentuk peraturan dijelaskan secara detail bagaimana
mekanisme pembentukan peraturan. Membentuk peraturan dengan
musyawarah oleh anggota Ahlu Al-halli wal Aqdi, dalam hal musyawarah
masyarakat dilibatkan untuk dimintai pendapatnya dalam pembentukan
peraturan, khalifah juga berhak menyodorkan hukum yang hendak diadopsoi
oleh Ahlu Al-halli wal Aqdi berhak membentuk dan menetapkan hukum yang
bersifat mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal ynag tidak diatur
secara tegas dalam Al-Quran Dan Hadist. Nyatanya di Desa Sumber Salak
pembentukan peraturan desa masih belum optimal dikarenakan pemahaman

anggota pemerintah desa, BPD, dan masyarakat yang masih minim sekali.

rakyat dari perbuatan dzalim para pengusaha, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi
masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan dan permusuhan dari badan-badan
pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Basiq Jalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah 2012), 113.
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2. PERAN PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SUMBER SALAK DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMER 6 TAHUN 2016.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pasal 55 yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi*®
Masyarakat Desa, dan mengawasi kinerja Kepala Desa.’®* Sesuai dengan
Peraturan Bupati Jember Nomer 20 Tahun 2018 tentang Kelembagaan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa Anggota BPD dalam menggali,

menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu sebagai berikut:*®

a. Langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk
kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus,
perempuan, kelompok lansia, kelompok pemuda, kelompok difabel, dan
kelompok marjinal.

b. Peggalian aspirasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan keputusan
musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda BPD.

c. Maksud pelaksanaan penggalian aspirasi masyarakat yaitu menggunakan
panduan kegiatan sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran,
waktu, dan uraian kegiatan.

d. Hasil dari penggalian aspirasi masyarakat tersebut harus disampaikan
dalam musyawarah BPD.

1% Aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Tim Redaksi
KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pusat
Utama, 2008), 278.

194 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

19 peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD).
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Penyelenggaraan Pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki check
and balance dalam pembangunan masyarakat desa,'®® yaitu lembaga yang
memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa oleh Kepala

Desa vyaitu adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD),'¥’

seperti yang
tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam
Pasal 55 Ayat c yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.’®
Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk mengetahui apakah
pelaksanaan kinerja kepala desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai
oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah untuk perbaikan
kedepan.*®

Perlu adanya pengawasan maka tugas pelaksana atau Kepala Desa
dapatlah diperingan, karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat
kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya dalam kesibukanya.
Pengawasan ini bukan semata-mata untuk mencari suatu kesalahan akan tetapi

untuk memperbaiki kesalahan, maka pemerintahan yang bersih dan efektif

akan terlaksana dalam penyelenggaraanya.

19%Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa (Head To Good Village
Governance), (Malang: UB Press, 2011), 44.

97 Dadang Juliantara, Pembaruan Desa Bertumpu pada yang Terbawah, (Yogyakarta: Pustaka
Yogyakarta, 2003), 83.

1% Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

199 HAW Widjaja, Penyelenggara Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Bandung: Setara Press, 2005), 281.
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Mengatur urusan masyarakat desa dapat membuat Peraturan Desa
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah. Peraturan Desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan Pemerintah
Desa sebagaimana Kabupaten membuat Peraturan Daerah. Peraturan Desa
ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Peraturan Desa dibentuk dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang merupakan penjabaran lebih
lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan
memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.>®

Negara yang berbentuk demokrasi pembentukan peraturan perundang-
undangan memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukanya,®*
dalam merumuskan dan menetapkan peraturan Desa, BPD berpedoman pada
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan diatas maka telah kita ketahui pelaksanaan
fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa telah jelas
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55,2 Fungsi
BPD dalam menetapkan Pertauran Desa bersama Kepala Desa. Mengingat
pentingnya kedudukan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah

Desa, maka dalam proses penyususnan Peraturan Desa ini harus didasarkan

kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan

290 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011),

113.

1 Hans Antlov, Negara Dalam Desa, (Yogyakarta: LAPPERA, 2002), 25.
202 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
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perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-
undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum.
3. IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DESA SUMBER SALAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH.
Pemerintahan Desa dan BPD sejajar serta menjadi mitra kerja
Pemerintahan Desa.’®® Pengertian sejajar tersebut adalah bahwa kedudukan
BPD tidak lebih rendah maupun lebih tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh
Suryono, selaku Kepala Desa Sumber Salak beliau mengatakan bahwa:?%*
“BPD ini selaku mitra kerja Pemerintah Desa maka dalam
pelaksanaan funsginya BPD selalu bersama-sama dengan
pemerintahan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa Sumber Salak,
dikarenakan BPD dan Pemerintaha Desa memamng sebagai mitra
kerja dan Pemerintahan Desa sudah saling bantu membantu, dan
selalu bersama-sama dalam pembuatan Peraturan Desa”.
Berdasarkan penjelasan diatas maka tidak jauh berbeda dari apa yang
dikatakan oleh bapak Muhammad Luthfi selaku ketua BPD desa sumber salak
terkait dengan pertanyaan yang serupa, menurut bapak Didik Hadi Prayitno
selaku wakil ketua BPD Desa Sumber Salak yaitu mengatakan bahwa:*%
BPD dalam merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan

Pemerintah Desa yaitu melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut:?%

?%Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa (Head To A Good Village
Governance), (Malang: UB Pres, 2011), 23.

24Suryono, wawancara, (Ledokombo, Rabu, 17 Juni 2020).

?%Mohammad Luthfi, wawancara, (Ledokombo, Selasa, 26 Juni 2020).

2% Dadang Juliantara, Pembaruan Desa Bertumpu pada yang Terbawah, (Yogyakarta: Pustaka
Yogyakarta, 2003), 83.
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a. Pemerintah desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan
maksudnya untuk membentuk peraturan desa dengan menyampaikan
pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.

b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan Desa. Demikian
halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan
peraturan desa.

c. BPD memberikan masukan atau usulan untuk melengkapi atau
menyempurnakan rancanangan peraturan desa.

d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada kepala desa untyuk
diagendakan.

e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu
sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Gambar 1.4
Perumusan Peraturan Desa

Sumber: Dokumenrasi Penelitian

Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD sumber salak ini mengarah
kepada peraturan yang ada, bahwa BPD berfungsi unyuk menetapkan
peraturan Desa bersama-sama kepala desa, serta BPD berfungsi untuk
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama dengan kepala

desa, seperti berikut:?%’

2"Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa (Head To Good Village
Governance), (Malang: UB Press, 2011), 48.
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a. Fungsi Menampung Serta Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Fungsi dan tugas BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat.BPD sebagai wakil masyarakat di desa merupakan tempat bagi
masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung
keluhan-keluhan yang kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk
disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait yaitu pemerintah desa,
untuk dibutuhkan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan serta peranan
BPD.?®

Suatu aspirasi masyarakat dapat diajukan melalui kepala dusun
kemudian kepala dusun akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada kepala
desa tentang suatu hal. Aspirasi yang sudah diterima oleh kepala desa
selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam suatu rapat majelis
guna untuk mendapatkan kesepakatan untuk dilaksanakanya.?®®

Selanjutnya suatu aspirasi masyarakat dapat disampaikan kepada
anggota BPD, anggota BPD tersebut akan menyampaikan kepada Ketua BPD
untuk mengadakan rapat pembahasan dengan mengundang pemerintah desa
atau perangkatnya dalam suatu rapat majelis, untuk selanjutnmya

mendapatkan suatu kesepakatan untuk dilaknasanakanya aspirasi tersebut.

208 M. Firman Hadi, Hubungan Fungsional Antara Pemerintahan Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan
Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, Jurnal lImiah, (Mataram: Universitas Mataram), 13.

29 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011),
29.
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Berbicara tentang fungsi keterwakilan dari BPD yang mana telah
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.Berdasarkan fokus penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di desa
sumber salak, suatu peran Badan Permusyawaratan Desa ini sangat
berpengaruh sebagai wadah aspirasi*'® masyarakat setenpat. Menurut Bapak
Suryono selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“BPD sudah mencoba untuk menampung aspirasi masyarakat yang
kemudian aspirasi tersebut disalurkan kepada pemerintah desa, dan
kemudian BPD menginformasikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada masyarakat desa melului pengajian,

maupun kumpulan RT/R w2

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh bapak Mohammad
Luthfi selaku ketua BPD yang mengatakan bahwa:**?

“Pembuatan peraturan desa ini sudah berjalan secara demokratis,
dengan adanya pemberian ruang terhadap masyarakat, BPD berusaha
untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, meskipun tidak berjalan
dengan lancar dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat
yang kurang mengetahui apa fungsi BPD itu sendiri. setelah itu
dikumpilkan dan dikaji dimana dipilih prioritas dari aspirasi tersebut
untuk menjadi rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa”

Aspirasi-aspirasi yang diserap oleh BPD ini dilakukan dengan melalui

beberapa cara yaitu menyampaikan melalui tokoh masyarakat dan tokoh

2Aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang, Tim Redaksi
KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2008), 1067.

21 syyono, Wawancara, (Ledokombo, Rabu, 17 Juni 2020).

212 Mohammad Luthfi, Wawancara, (Ledokombo, Selasa, 26 Juni 2020).
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agama, seperti apa yang dikatakan oleh wakil ketua BPD desa sumber salak
yaitu Bapak Didik Hadi Prayitno bahwa:*"

“Berdasarkan apa yang saya perhatikan aspirasi masyarakat melaui

tokoh masyarakat yang ada di dusun, karena banyak juga aspirasi

masyarakat yang disampaikan kepada tokoh agama bukan kepada

anggota BPD melainkan kepada tokoh agama”™

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang
berdasarkan informasi dari beberapa informan juga mendapatkan informasi,
bahwa masih ada bahkan cukup banyak masyarakat yang belum mengetahui
tugas dan fungsi dari BPD. Seperti wawancara yang dilakukan di desa sumber
salak, wawancara dengan Ibu Fidayatul Jamilah beliau mengatakan bahwa:***

“Saya tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD, karena biasanya kalau

ada masalah kita langsung kepada Kepala Dusun atau langsung

kepada Tokoh Agama”

Pendapat yang serupa ini juga disampaikan oleh Ibu Nanik Suryatin
yang mengatakan bahwa:?*

“saya tahu siapa saja orang yang menjadi BPD di desa ini, tetapi

saya tidak mengetahui dengan jelas tugas dari BPD. Jadi kalau ada

aspirasi yang perlu disampaikan kita langsung sampaikan kepada

ketua RT atau kepala Dusun ”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat dari beberapa hasil

wawancara bahwa masih ada masyarakat yang kurang mengetahui dari tugas

dan fungsi BPD, sehingga penyampaian aspirasi masyarakat biasanya tidak

BDidik Hadi Prayitno, Wawancara, (Ledokombo, Kamis 27 Juni 2020).
2YFidayatul Jamilah, Wawancara, (Ledokombo, Rabu 18 Juni 2020).
?1>Nanik Suryatin, wawancara, (Ledokombo, Rabu, 18 Juni 2020).
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disampaikan langsung kepada BPD melainkan disampaikan kepada tokoh
masyarakat maupun tokoh agama.
b. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari
adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang
akan dicapai.?*® Melalui adanya pengawasan ini diharapkan dapat nembantu
dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan
yang telah direncanakan secara efektif’’ dan efisien.”*® Bahkan, melalui
pengawasan ini tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan
atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja yang sudah
dilaksanakan.?*®

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan memang merupakan
hal penting mengapa BPD perlu dibentuk, karena untuk upaya pengawasan
yang dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas
kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.??
Sejauh ini, BPD desa sumber salak sudah bisa melakukan tugasnya dengan

baik termasuk pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintahan.

?1® Mohammad Solekhan, Penyelenggara Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat,
(Malang: Setara Press, 2014), 79.

“1Efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan
berhasil dengan baik.Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah
ditentukan. Enni Tisnawati, pengantar manajemen, (Jakarta: Kencana, 2010), 7.

?8Efisien adalah proses penghematan dengan cara melakukan pekerjaan dengan benar. Husaini
Husman, manajemen teori praktik dan riset pendidikan, (Jakarta: PT Bumi aksara, 2011), 2.

29 HAW Widjaja, Penyelenggara Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Bandung: Setara Press, 2005), 281.

220 Hans Antlov, Negara Dalam Desa, (Yogyakarta: LAPPERA, 2002), 28.
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Sesuai dengan apa yang dikatan oleh Bapak Suyono selaku kepala desa
sumber salak, yang mengatakan bahwa:??

“Setiap kegiatan dari pemerintah desa selalu diawasi oleh BPD.Jadi

setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan

masyarakat, BPD selalu dlibatkan”.

Hasil wawancara mengenai hal tersebut sama seperti apa yang
disampaikan oleh ketua BPD desa sumber salak yaitu sebagi berikut:???

“Kami selalu mengawasi jalanya pemerintahan desa, contohnya jika

ada pembangunan biasanya BPD turun langsung untuk mengawasi

pembangunan tersebut”

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan
bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, kepala
desa wajib:??

1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap

akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.

2) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan
secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir
tahun anggaran.

3) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir
tahun anggaran.

Berdasarkan hal tersebut maka sesui dengan apa yang dikatakan oleh

salah satu warga desa yaitu Nanik Suryatin yang mengatakan bahwa:***

221 Suryono, Wawancara, (Ledokombo, Rabu, 17 Juni 2020).

222 Mohammad Luthfi, Wawancara, (Ledokombo, Selasa, 26 Juni 2020).

223 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
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“Mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD itu biasanya
yang saya lihat mereka langsung turun meninjau proses pembangunan
yang dilaksanakan, seperti contohnya pembangunan saluran isigasi,
anggota BPD itu langsung melihat langsung untuk meninjau
pengerjaanya’”.

Berdasarkan hal tersebut tidak jauh dari apa yang dikatakan oleh
Bapak Didik Hadi Prayitno selaku wakil ketua BPD Desa Sumber Salak yang
mengatakan bahwa:**°

“Pelaksanaan salah satu fungsi BPD untuk mengawasi jalanya

peraturan desa, menurut saya sudah ada contohnya anggota BPD

sudah meninjau langsung jika ada suatu pengerjaan atau
pembangunan fisik di desa”.

Terkait efektifitas tugas dan fungsi BPD ini juga dibutuhkan suatu
partisipasi masyarakat. Proses penyelenggaraan partisiapasi masyarakat
adalah suatu hal yang sangat penting, karena jika partisipasi masyarakat tidak
dilibatkan maka masyarakat hanya sebagi objek semata.??°

Berdasarkan hasil infomasi yang telah didapatkan oleh penulis dan
pengamatan dilapangan menunjukkan pasrtisipasi masyarakat dalam hal
pengawasan pemerintahan sangatlah rendah.

Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi social budaya

masyarakat setempat. Isi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan

22%Nanik Suryatin, wawancara, (Ledokombo, Rabu, 18 Juni 2020).
?2Djdik Hadi Prayitno, Wawancara, (Ledokombo, Kamis 27 Juni 2020).
226 Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 37.
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kepentingan umum atau perundang-udangan yang lebih tinggi, serta norma
kesusilaan masyarakat.??’ Peraturan Desa ini dibentuk berdasarkan asas
pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yaitu meliputi:

1) Kejelasan tujuan

2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

3) Kesesuaian antara jenis materi muatan

4) Dapat dilaksanaka

5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan

6) Kejelasan rumusan, dan

7) Keterbukaan

Penyusuanan perundang-undangan harus sesuai dengan Pasal 1 Ayat

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan,
persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan, dan penyebarluasan.??® Pembentukan Peraturan Desa maka
penyusunanya rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah
Desa dan dapat berasal dari inisiatif BPD. Apabila berasal dari pemerintah
Desa maka kepala desa yang menyiapkan rancangan Peraturan Desa
tersebut. Terhadap rancangan Peraturan Desa baik dari Pemerintah Desa

maupun dari BPD, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara

tertulis maupun secara lisan, selanjutnya rancangan peraturan desa dibahas

22T Mohammad Solekhan, Penyelenggara Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat,
(Malang: Setara Press, 2014), 56.

228 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234).
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secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan BPD.?* Rancangan Peraturan
Desa yang berasal dari Kepala Desa dapat ditarik sebelum dibahas bersama

dengan BPD.?*

Gambar 1.3
Rapat Kerja Pemerintah Desa dan BPD

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Rancangan peraturan Desa yang telah disetujui bersama kepala Desa
dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa.?®’ Penyampaian rancangan Peraturan
Desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah terhitung
sejak tanggal persetujuan bersama dengan tujuan peraturan desa yang
ditetapkan secara musyawarah mufakat dan harus mencerminkan kebutuhan

masyarat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan

229 gutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 37.

2% Hans Antlov, Negara Dalam Desa, (Yogyakarta: LAPPERA, 2002), 28.

Z1 HAW Widjaja, Penyelenggara Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Bandung: Setara Press, 2005), 281.



kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan Perundang-Undangan

lainya.?*?

Gambar 1.5
Peraturan Desa

PERATURAN DESA SUMBERSALAK

NOMOR 01 TAHUN 2018

| TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN REALISASI PELAXKSANAAN
‘ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
] TAHUN ANGGARAN 2017
I

: PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
' .
|

. L

2 Mohammad Solekhan, Penyelenggara Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat,

(Malang: Setara Press, 2014), 56.
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Sumber: Dokumentasi Penelitian

Gambar diatas merupakan Peraturan Desa Sumber Salak yang
merupakan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama BPD, sebelum
ditetapkan oleh kepala desa paling lama 3 hari disampaikan oleh kepala desa
kepada Bupati/Wali Kota untuk dievaluasi.?®* Hasil evaluasi disampaikan oleh
Bupati/Walikota kepada paling lama 20 hari sejak rancangan peraturan desa
tersebut diterima.”®* Apabila Bupati/Wali Kota belum memberikan hasil

evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut kepada

%3gutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 60.
?*Mohammad Solekhan, Penyelenggara Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat,
(Malang: Setara Press, 2014), 56.
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kepala desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa. Evaluasi rancangan
peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dapat didelegasikan kepada camat.?®

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa implementasi
pemerintah desa dan BPD dalam pemebntukan peraturan desa sudah sesuai
dengan figh siyasah dusturiyah, sekalipun belum berjalan dengan
maksimalkarena kurangnya partisipasi masyarakat dan pemahaman
pemerintan desa serta BPD dalam menjalanjakan tugasnya yaitu untuk
mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbuldan
menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat pada nash. ljtihaddari

anggota legislatif harus mengacu pada prinsip Jalb Al mashalih Wa DarAl

Mafasid.?*®

2% prayoga Saputra, Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan
Desa, Skripsi, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 67.

%*Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media,
2014), 188 — 189.
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B. OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN

PERATURAN DESA DI DESA SUMBER SALAK.

1. POTRET PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA
SUMBER SALAK.

Negara Indonesia yang merupakan Negara Demokrasi ini dalam
pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki unsur yang sangat
penting dalam pembentukannya.?*’ Perumusan dan penetapan Peraturan Desa,
BPD berpedoman pada Peraturan yang telah ditetapkan, yaitu yang telah
tertera jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Fungsi legislasi ini Nampak
pelaksaanya oleh BPD dalam beberapa hal:**®

a. Merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa. Proses yang
dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa dalam merumuskan Peraturan Desa
yaitu sebagai berikut:

1) Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan
maksudnya membentuk pertauran desa dengan menyampaikan
pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.

2) BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa,

demikian hal nya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan
rancangan peraturan desa.

»Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011),
34.

% Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234).
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3) BPD terlebih dahulu memberikan masukan atau usul untuk
melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.

4) Ketua BPD menyapaikan usulan tersebut kepada Kepala Desa
untuk diagendakan.

5) BPD mengadakan rapat dengan Pemerintah Desa kurang leboih
satu sampai dua kali unuk memperoleh kesepakatan bersama.

b. Menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan Kepala Desa

BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa
kemudian dibahas bersama-sama dalam rapat BPD dan setelah mengalami
penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut
disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai peraturan Desa.”*°

Berdasarkan peraturan yang ada, dalam menetapkan Peraturan Desa,
antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting,
antara lain sebagai berikut:**°
1) BPD menyetujui dikeluarkanya Peraturan Desa.
2) Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut.
3) BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru

ditetapkan.

4) BPD mensosialisasikan Peraturan DEsa yang telah disetujii pada

masyarakat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk diketahui dan
dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaanya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa proses
pembentukan Peraturan Desa yang berdada di Desa Sumber Salak ini perlu
halnya untuk mengetahui persoalan yang terjadi dalam masyarakat, yang

mana peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka

2% Dadang Juliantara, Pembaruan Desa Bertumpu pada yang Terbawah, (Yogyakarta: Pustaka
Yogyakarta, 2003), 83.
20 Hans Antlov, Negara Dalam Desa, (Yogyakarta: LAPPERA, 2002), 24.
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dalam hal ini cara anggota BPD dalam menggali, menampung, dan
menyalurkan aspirasi masyarakat kedalam Peraturan Desa yang akan dibentuk

sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Setiap anggota BPD Desa

Sumber Salak harus melakukan beberapa cara sebagai berikut:?*

1) Melakukan kunjungan

2) Menampung aspirasi masyarakat dengan cara tatap muka baik secara
perorangan maupun bersama-sama.

3) Menerima ususlan baik secara lisan maupun tertulois selama ususlan
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku atau secara adat istiadat.

4) Aspirasi masyarakat yang telah terkumpul perlu dimusyawarahkan
oleh anggota untuk menjadi masukan dalam pembangunan masyarakat
desa.

Gambar 1.6
Proses Pembentukan Peraturan Desa

-

Sumber: Dokumen Penelitian

Pelaksanaan yang terjadi di Desa Sumber Salak yang penulis teliti dari
wawancara dengan Anggota BPD di Desa Sumber Salak.Ketua BPD yang
menjalankan peranya yaitu melakukan kunjungan kepada masyarakat untuk

menampung aspirasi masyarakat. Menampung aspirasi itupun hanya dengan

#lyndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234).
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cara tatap muka, jadi dapat disimpulkan bahwa penampungan aspirasi

masyarakat tidak komprehensif dan matang,** sehingga penyaluran aspirasi

masyarakat yang akan dituangkan dalam peraturan desa tidak sepenuhnya

menjadi representasi kebutuhan masyarakat meyeluruh.?*®

2. REALITAS IMPIRIS PERAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA DI DESA SUMBER SALAK.

Pemerintahan Desa dan BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra
kerja Pemerintahan Desa.Pengertian sejajar inilah bahwa kedudukan BPD
tidak lebih rendah Dan tidaklah lebih tinggi dari Kepala Desa,?** dan juga
merupakan bagian dari pemerintah desa.?*® Hasil penelitian yang penulis
lakukan dalam fungsi BPD Desa Sumber Salak. Data atau hasil wawancara
yang telah dilakukan menerangkan bahwa fungsi BPD belum sepenuhnya
positif jabatan yang diduduki atau pemberi solusi yang dapat dijalankan suatu
kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Demikian yang disampaikan

oleh informan memang jelas untuk saat ini fungsi BPD juga salain kedudukan

atau jabatan dengan kapasitas bisa menjadi faktor pendorong suatu

#2Mohammad Solekhan, Penyelenggara Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat,
(Malang: Setara Press, 2014), 56.

“3Mohammad Luthfi, wawancara, (Ledokombo, Selasa, 26 Juni 2020).

24 Dadang Juliantara, Pembaruan Desa Bertumpu pada yang Terbawah, (Yogyakarta: Pustaka
Yogyakarta, 2003), 83.

Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011),
34.
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keuntungan untuk kelancaranya suatu kebijakan atau keputusan yang diambil
oleh pemerintah Daerah.

Berdasarkan yang penulis teliti di Desa Sumber Salak dalam
melaksanakan peranya dalam fungsi legislasi bahwa, dalam pembentukanya
Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan
Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan bagian dalam tugas
pelaksanaan Pemerintah Desa,®*® dalam hal ini Kepala Desa dan Anggota
BPD dalam menyelenggarakan pembagunan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suryono sebagai Kepala
Desa yaitu sebagai beriku:**’

“BPD selalu bersama-sama dengan pemerintah Desa dalam membuat
dan menerapkan Peraturan Desa.”

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kedudukan BPD
sebagai mitra kerja Kepala Desa di Desa Sumber Salak ini sudah terwujud
dalam pelaksaan tugas BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu
merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan

Pemerintahan Desa,?*® namun belum mencapai tahap yang begitu memuaskan

sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat dan pengayom masyarakat

246 HAW Widjaja, Penyelenggara Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Bandung: Setara Press, 2005), 281.

247 Suyono, Wawancara, (Ledokombo, Rabu, 17 Juni 2020).

prayoga Saputra, Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan
Desa, Skripsi, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 67.
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pasalnya peraturan yang telah dibuat masih ada yang tidak mencerminkan
kebutuhan masyarakat seutuhnya yaitu tatanan sosial yang baik kesejahteraan
menyeluruh.

Berdasarka keterangan diatas, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa
hasil penelitian yang penulis lakukan vyaitu dalam tahap pembentukan
Peraturan Desa juga belum terlalu baik dalam pelaksaanya yang tidak terlepas
dari peran BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa, dengan demikian penulis
menyimpulkan bahwa hal ini memiliki kendala-kendala yang dialami BPD di

Desa Sumber Salak dalam Prosesnya.

. OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN YANG PARTISIPATIF.

Partisiapasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa juga
merupakan wujud penyelenggaraaan pemerintah yang baik sesuai dengan
prinsip good governance.?”® Partisipasi dapat digunakan sebagai instrument
pembatasan kekuasaan pemerintah desa dan sebagai mekanisme kontrol sosial
bagi pemerintah desa dalam penyusunan peraturan desa yang berdampak pada
masyarakat.”® Tekhnik yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam rangka

membentuk peraturan desa yang partisipatif yaitu diantaranya terdapat cara

249 Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa (Head To Good Village
Governance), (Malang: UB Press, 2011), 148.
250 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011),

34.
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251

untuk menciptakan masyarakat yang berdaya (secara politis),”" yang dapat

diadopsi oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan good governance yang
partisipatif. Tekhnik pemberdayaan masyarakat (peningkatan partisipasi
masyarakat) dalam proses pembentukan peraturan desa:***

Membangun relasi pertolongan

Membangun komunikasi

Terlibat dalam pemecahan masalah

Merefleksikan sikap dan nilai dalam kode etik jabatan
pemerintahan.

oo oo

Proses pembentukan peraturan desa yang partisipatif dalam
pelaksanaanya di Desa Sumber Salak dari hasil penelitian yang dilakukan oleh
penulis terkait peran Pemerintah Desa dan BPD dalam pembentukan peraturan
ini yaitu, melalui wawancara dengan pihak terkait seperti pihak Eksekutif,
Legislatif, dan masyarakat di Desa Sumber Salak.?*

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Suryono Sebagai Kepala Desa
yaitu mengatakan bahwa proses pembentukan peraturan desa di Desa Sumber
Salak sebagai berikut:***

a. Melakukan musyawarah desa yang diprakarsai oleh BPD, dengan
mengundang seluruh Pamong Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh
ﬁg&mg, Tokoh Pemuda, Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, dan

b. Meminta Masukan dari seluruh undangan yang menghadiri
musyawarah terkait perancangan peraturan desa tersebut.

251 Dadang Juliantara, Pembaruan Desa Bertumpu pada yang Terbawah, (Yogyakarta:

Pustaka Yogyakarta, 2003), 83.

2Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa (Head To Good Village
Governance), (Malang: UB Press, 2011), 48.

235 toro Eko, Desa Membangun Indonesia, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 37

4Suryono, Wawancara, (Ledokombo, Rabu, 17 Juni 2020).
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c. Rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD
setelah memperoleh masukan dari beberapa tokoh yang
menghadiri musyawarah terkait perancangan peraturan desa.

d. Rancangan peraturan desa yang sebagaimana yang dimaksud
ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membutuhkan tanda tangan
pimpinan BPD bisa terhitung sejak diterimanya Rancangan Perdes.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Suryono sebagai Kepala Desa
ini dapat ditetapkan dengan waktu yang tidak begitu lama atau bisa dibilang
singkat. Terkait dengan penetapan tersebut dikarenakan sudah terjadi
kesepakatan, jadi mengapa harus diperlambat dengan mengikuti prosedur.
Alasan mengapa bisa terjadi kesepakatan dengan singkat karena mereka
menganggap bahwa terjadinya kesepakan antara Kepala Desa dan BPD serta
melakukannya musyawarah terkait perancangan peraturan desa sudah
merupakan melalui tahapan prosedur yang benar. Pendapat yang tidak jauh
berbeda juga disampaikan oleh Ibu Ika Indawati selaku Sekretaris Desa di

Desa Sumber salak, bahwa dalam proses penyusunan peraturan desadilakukan

dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: >

a. Kepala Desa mengusulkan rancangan peraturan desa kepada BPD,
selanjutnya ketua BPD sebagai lembaga pembentukan peraturan
desa melanjutkan dan menyampaikan rancangan peraturan desa
pada musyawarah desa yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh
masyarakat, tokoh agama, kepala desa, sekretaris desa, dan BPD di
balai desa.

b. Anggota yang menghadiri musyawarah dibalai desa dimintai
masukan terhadap rancangan peraturan desa.

c. Rancangan peraturan desa yang telah disepakati oleh para tokoh
yang mengikuti musyawarah di balai desa akan disampaikan oleh
pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkandan menjadi

5|ka Indawati, Wawancara, (Ledokombo, Rabu, 17 Juni 2020).
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peraturan desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal yang
ditetapkan.

Hasil dari wawancara bersama Ibu Ika Indawati ini menunjukan bahwa
dasar dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan peraturan desa ini
telah menggunakan atau berujukan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.?*®

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Lutfi sebagai

ketua BPD Desa Sumber Salak juga menunjukkan beberapa proses

pembentukan peraturan desa yaitu sebagai berikut:*>’

a. Para peserta undangan hadir di balai desa yang dihadiri oleh
seluruh pamong, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, kepala
desa, sekretaris desa, dan BPD. Minimal 50% anggota yang hadir
dalam musyawarah desa.

b. Para peserta diharuskan untuk mengisi formulir daftar hadir yang
telah disediakan oleh panitia. Bertujuan untuk mengetahui sebesar
apa partisipasi peserta yang mengadiri musyawarah desa.

c. Musyawarah terkait dengan rancangan peraturan desa yang
diprakarsai oleh kepala desa.

d. Rancangan peraturan desa disusun oleh kepala desa dan BPD akan
tetapi lebih dominan kepada kepala desa.

e. Hasil musyawarah akan ditetapkan paling lambat 7 hari terhitung
sejak tanggal kesepakatan.

Wawancara diatas menunjukkan jika Terkait bagaimana peran
masyarakat dalam pembentukan peraturan desa ini masyarakat tidak

dilibatkan. Setiap dusun telah diwakili oleh tokoh agama dan tokoh pemuda

#%Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234).

»"Mohammad Luthfi, Wawancara, (Ledokombo, Selasa, 26 Juni 2020).
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yang dianggap perwakilan dan dipercaya oleh masyarakat desa setiap
dusun.Penyebab kurang minat masyarakat juga ada pada pola pikir
masyarakat desa yang selalu matrealistis, yaitu mereka mau menghadiri acara
musyawarah apabila ada uang, jika tidak ada uangnya mereka enggan untuk
berpartisiapasi dalam musyawarah terkait perancangan peraturan desa.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara diatas dapat dilihat bahwa
fakta yang terjadi di Desa Sumber Salak dalam mewujudkan pembentukan
peraturan desa sudah berjalan secara partisipatif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yaitu melibatkan tokoh-tokoh yang dianggap mewakili
suara dan aspirasai masyarakat Desa Sumber Salak, meskipun kurang optimal.
Kurang optimalnya pembentukan peraturan desa ini dikarenakanperan BPD
yang seharusnya memprakarsai pembentukan peraturan desa bersama kepala
desa dan hadirnya para tokoh-tokoh maysarakat untuk menyampaikan aspirasi
masyarakat hanya sebatas formalitas, karena BPD dan tokoh masyarakat yang
menghadiri musyawarah pembentukan peraturan desa dimana mayoritas
sebelumnya telah menyetujui rancangan peraturan yang dibuat oleh kepala
desa.

C. FAKTOR-FAKTOR KENDALA PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
DI DESA SUMBER SALAK.
Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan Peraturan

Desa sampai pada menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama
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dengan pemerintah desa ada beberapa kendala yang dihadapi,”*® seperti yang
dikatakan oleh Bapak Suryono selaku Kepala Desa Sumber Salak bahwa
dalam proses pembuatan peraturan desa yang kami lakukan bersama-sama
dengan BPD walaupun ada sedikit hambatan baik dari dalam yaitu persoalan
intelektual anggota BPD yang lain dalam membentuk Peraturan Desa serta
memahami peranya sebagai Anggota BPD, mengenai perbedaan pendapat
dalam menetapkan Peraturan Desa tersebut sudah hal yang biasa.?*®

Berdasarkan penelitian ini penulis meninjau dari 3 faktor yang
menjadi suatu kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa sumber salak
dalam mengimplementasikan fungsinya, yaitu:

1. KESADARAN MASYARAKAT DESA TERHADAP PENTINGNYA

PENDIDIKAN

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan Badan
Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan
pemerintahan desa.Besarnya dukungan masyarakat kepada BPD menjadikan
BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya.?®
Dukungan masyarakat bukan hanya dilihat dari banyaknya aspirasi
masyarakat yang masuk dari pelaksanaan peraturan desa. Kemauan dan

semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan

%8 Mohammad Solekhan, Penyelenggara Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat,
(Malang: Setara Press, 2014), 42.

*Prayoga Saputra, Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan
Peraturan Desa, Skripsi, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 67.

%0 HAW Widjaja, Penyelenggara Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Bandung: Setara Press, 2005), 281.
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pemerintah desa menjadi mudah untuk dilaksanakan,”®* akan tetapi sumber

daya manusia dari penduduk desa sumber salak lah yang masih relatif rendah.

Terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Sumber Salak ini masih

relatif rendah berdasarkan profil desa tahun 201

Tabel 1.7
Tingkat Pendidikan
No Lulusan Pendidikan Umum Jumlah
1 | Taman Kanak-Kanak 420
2 | Sekolah Dasar/ Sederajat 871
3 | SMP 532
4 | SMA 220
5 | Akademi/ D1-D3 12
6 | Sarjana 16
Jumlah 2.080

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Keterangan tabel diatas dapat tergambar jelas jika mayoritas

masyarakat Desa Sumber Salak lulusan Sekolah Dasar dan lulusan sarjana di

Desa Sumber

Salak sangat minim. Pengetahuan masyarakat terkait

penyusunan Peraturan Desa dan partisiapasi masyarakat dalam musyawarah

desa sangatlah minim. Sangat wajar jika daya kritis masyarakat relatif rendah,

%61 prayoga Saputra, Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan

Peraturan Desa, Skripsi, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 67.

262 Mohammad Luthfi, Wawancara, (Ledokombo, Selasa, 26 Juni 2020).
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dan cenderung memfigurkan seorang tokoh masyarakat untuk dijadikan
sebagai panutan mereka dalam berpendapat dan bertindak.

Fungsi keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan
Pemerintah Desa diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan
baik serta mampu menganalisis aspirasi masyarakat atau apa yang diinginkan
masyarakat yang selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pemerintah desa.
Permasalahan tingkat kualifikasi pendidikan sangat menunjang pelaksanaan
roda pemerintahan desa, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh sekretaris
Desa yang mengatakan bahwa:*®®

“susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa sumber salak,

jika ditinjau dari tingkat pendidikanya yaitu dari anggota BPD yang

berjumlah 9 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 1 orang
dan selebihnya hanya lulusan SMA sederajat.”

Data yang diperoleh dan hasil wawancara dengan informan bahwa
tingkat pendidikan pengurus BPD desa sumber salak ini masih relatif rendah.
Padahal tingkat pendidikan ini juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan
fungsi badan permusyawaratan desa.?®* Tingginya derajat ilmunya yang
dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi analisis terhadap gejala-gejala

sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, dan kenyataanya bahwa

tingkat pendidikan pengurus BPD Desa Sumber Salak masih relatif rendah

263

Ika Indawati, wawancara, (Rabu, 17 Juni 2020).

%4Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 35.



135

sehingga inilah yang menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat dalam
menjalankan fungsinya dalam pemerintahan desa.?®®
2. URGENSI BIMBINGAN  TEKNIS DALAM PEMBENTUKAN

PERATURAN DESA DI DESA SUMBER SALAK

Hasil penelitian di lapangan berdasarkan informasi dari anggota BPD
menunjukkan bahwa kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan
pemerintahan desa, yang menyebabkan anggta BPD kesulitan untuk
menjalankan tugasnya dikarenakan masih ada anggota BPD yang belum
mengetahui dengan djelas terhadap tugas BPD itu sendiri. Hasil wawancara
penulis terhadap Bapak Didik Hadi Prayitno sebagai wakil ketua BPD yang
mengatakan bahwa;*®°

“kita sebenarnya belum mengetahui dengan jelas tugas BPD itu

sendiri, terutama dalam pembentukan perauran desa karena

kurangnya bimbingan teknis, jadi kita belajar sendiri sambil

menjalankan tugas BPD ini”

Hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya bimbingan teknis
penyelenggaraan pemerintahan desa yang menyebabkan BPD mengalami
kesulitan dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dalam

pemerintahan.

%5Andhika Della Permana Putra, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan
Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi, (Malang: Universitas
Muhammadiyah, 2014), 2.

%%Didik Hadi Prayitno, Wawancara, (Ledokombo, Kamis 27 Juni 2020).
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Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa
sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu untuk mewujudkan
sistem chek and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.”®’
Tingkat pendidikan yang relatif rendah ini membuat masyarakat yang ada di
Desa Sumber Salak cenderung tidak peduli dengan partisiapasinya dalam
pemerintahan desa dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik.
Rendahnya kesadaran ini juga berdampak pada keengganan masyarakat untuk
terlibat dalam organisasi lokal yang bertujuan untuk memperjuangkan

Struktur birokrasi juga menjadi salah satu kenadala BPD Desa Sumber
Salak dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu proses mekanismenya
tidak ada yang dicantumkan dalam kerangka kerja program BPD, hal ini juga
terjadi karena tingkat pemahaman dan wawasan BPD yang masih minim
sehingga semua tidak tersusun secara sistematis, padahal ini merupakan acuan
setiap anggota BPD dalam melaksanakan program-program BPD.?®®

Terkait dengan struktur pelaksana tidak memberikan jaminan atas
terlaksananya program, dalam hal ini peran BPD sumber salak dalam
pembentukan peraturan desa baik dalam merumuskan dan merancang
peraturan desa serta lemahnya sumber daya masusia dan aparatur

pemerintahan desa yang menguasai peraturan perundang-undangan dan teknik

%7Andhika Della Permana Putra, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan
Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi, (Malang: Universitas
Muhammadiyah, 2014), 2.

%8Djidik Hadi Prayitno, Wawancara, (Ledokombo, Kamis 27 Juni 2020).
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legal drafting,”®® seperti yang dikatakan oleh wakil BPD Desa Sumber Salak
yang menyatakan bahwa untuk mekanisme dan struktur pelaksana dalam
menjalankan fungsi kami sebagai BPD tidak mempunyai suatu panduan
dalam kerangka Kkerja, sedangkan untuk pembentukan Peraturan Desa
mengukur dari pemahaman dan wawasan setiap anggota dalam internal BPD
yang masih rendah atau katakanlah belum terlalu optimal.2"

Persoalan sumber daya manusia yang kurang kompeten, penulis
melihat bahwa lembaga atau badan dari penyelenggara pemerintah desa tidak
memiliki acuan dalam menjalankan program maupun teknis kerjanya
sehingga peraturan desa yang diciptakan oleh Badan Permusyawarakan Desa
di Desa Sumber Salak tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kurang
optimalnya peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Hasil wawancara tersebut maka penulis mengetahui bahwa dalam hal
peran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai

penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa belum tercapai Secara

maksimal.

) egal drafting adalah penyusunan atau perancangan peraturan Perundang-undangan.Pengertian legal
drafting secara luas adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan. Wasdad Santoso,
Analisis Yuridis Legal Drafting Tergadap Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Skripsi,
(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 24.

"Didik Hadi Prayitno, Wawancara, (Ledokombo, Kamis 27 Juni 2020).
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3. KURANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisispasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa juga
merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah yang baik sesuai dengan good
governance. Pembentukan peraturan desa juga membutuhkan partisipasi
masyarakat dalam proses penyusunanya sebagai salah satu prinsip
terwujudnya pemerintahan yang baik. Masyarakat berhak memberi masukan
secara lisan maupun secara tertulis dalam rangka penetapan maupun
pembahasan pembentukan peraturan desa.?’

Makna penting partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan
desa yang partisipatif yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
Dukungan seperangkat peraturan desa yang bisa mengarahkan penyelenggara

pemerintahan desa.’"?

Menjamin peraturan desa sesuai dengan kenyataan yang
ada di dalam masyarakat, sehingga bisa menumbuhkan rasa memiliki, dan
rasa tanggung jawab pada akuntabilitas peraturan desatersebut. Tingkat
partisipasi masyarakat dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu sebagai
berikut;*"®

b. Tingkatan pertama diklarifikasikan sebagai tidak partisipasi (non

participation), yaitu tingkat manipulasi dan terapi.

2"Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa (Head To Good Village
Governance), (Malang: UB Press, 2011), 147.

225utoro Eko, Desa Membangun Indonesia, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 47.

213 Andhika Della Permana Putra, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan
Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi, (Malang: Universitas
Muhammadiyah, 2014), 27.
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c. Tingkat kedua disebut dengan partisipasi semu, yaitu tingkat
peredaman, konsultasi, dan informasi. Tingkatan kedua ini masyarakat
didengarkan dan diperkenankan berpendapat, tetapi tidak memiliki
kemampuan dan tidak ada jaminan bahwa pandangan mereka akan
dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh penentu kebijakan.

d. Tingkat ketiga adalah kekuasaan masyarakat, yaitu tingkat kemitraan,
delegasi kekuasaan, dan kendali masyarakat. Masyarakat memiliki
pengaruh dalam proses penentu kenijakan
Realita yang berada di Desa Sumber Salak partisipasi masyarakat

sangatlah rendah, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Didik
Hadi Prayitno sebagai wakil ketua BPD Desa Sumber Salak:*™

“Masyarakat disini hampir tidak mengetahui bahwa partisipasi

mereka sebenarnya sangat dibutuhkan dalam pemerintahan desa.

Pola pikir masyarakat disini juga masih matrealistis sehingga mereka

enggan berpartisipasi jika tidak ada uangnya”

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Lutfi sebagai
ketua BPD Desa Sumber Salak juga menunjukkan beberapa proses
pembentukan peraturan desa di Desa Sumber Salak yaitu sebagai berikut:*"®
f. Para peserta undangan hadir di balai desa yang dihadiri oleh

seluruh pamong, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, kepala

desa, sekretaris desa, dan BPD. Minimal 50% anggota yang hadir
dalam musyawarah desa.
g. Para peserta diharuskan untuk mengisi formulir daftar hadir yang

telah disediakan oleh panitia. Bertujuan untuk mengetahui sebesar
apa partisipasi peserta yang mengadiri musyawarah desa.

?"Didik Hadi Prayitno, Wawancara, (Ledokombo, Kamis 27 Juni 2020).
?Mohammad Luthfi, Wawancara, (Ledokombo, Selasa, 26 Juni 2020).
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h. Musyawarah terkait dengan rancangan peraturan desa yang

diprakarsai oleh kepala desa.

I. Rancangan peraturan desa disusun oleh kepala desa dan BPD akan

tetapi lebih dominan kepada kepala desa.

J. Hasil musyawarah akan ditetapkan paling lambat 7 hari terhitung

sejak tanggal kesepakatan.

Wawancara diatas menunjukkan jika Terkait bagaimana peran
masyarakat dalam pembentukan peraturan desa ini masyarakat tidak
dilibatkan.Setiap dusun telah diwakili oleh tokoh agama dan tokoh pemuda
yang dianggap perwakilan?’® dan dipercaya oleh masyarakat desa setiap
dusun. Penyebab kurang minat masyarakat juga ada pada pola pikir
masyarakat desa yang selalu matrealistis, yaitu mereka mau menghadiri acara

musyawarah apabila ada uang, jika tidak ada uangnya mereka enggan untuk

berpartisiapasi dalam musyawarah terkait perancangan peraturan desa.

4.SOLUSI TERHADAP FAKTOR-FAKTOR KENDALA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUMBER SALAK.
Menyikapi kendala-kendala diatas, solusi yang dapat diambil oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan
Peraturan Desa. Solusi untuk pembentukan peraturan desa di Desa Sumber
Salak ini yaitu seperti yang bapak Muhammad Luthfi katakana bahwa
perlunya sosialisai Pemeritan Desa mengenai pentingnya pendidikan bagi

masyarakat desa untuk menumbuhkan kesadaran. Betapa pentingnya

276Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa (Head To Good Village
Governance), (Malang: UB Press, 2011), 147.
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pendidikan untuk kemajuan desa terutama dalam hal pembentukan peraturan
desa baik dalam merumuskan dan merancang peraturan desa.”’’ Wakil BPD
Desa Sumber Salak yang menyatakan bahwa untuk mekanisme dan struktur
pelaksana dalam menjalankan fungsi sebagai BPD tidak mempunyai suatu
panduan dalam kerangka kerja. Penyebab tidak adanya kerangka kerja
tersebut karena minimnya pendidikan dan pengetahuan baik dari pemerintah
desa maupun BPD, sedangkan untuk pembentukan peraturan desa mengukur
dari pemahaman dan wawasan setiap anggota.>’®

Lemahnya sumber daya manusia dan aparatur pemerintahan desa yang
menguasai peraturan perundang-undangan dan teknik legal drafting desa di
Desa Sumber Salak, sehingga mengharuskan pemerintahan desa untuk
mendatangkan ahli dalam memberi bimbingan teknis terhadap pembentukan
peraturan desa®’® di Desa Sumber Salak. Seperti yang dikatakan oleh Bapak
Muhammad Luthfi sebagai ketua BPD Desa Sumber Salak:

“Sebenarnya kita menjalankan peran sebagai anggota BPD dengan

bekal pengetahuan yang minim sekali, apalagi dalam pembentukan

peraturan. Pemerintah desa sebenernya harus mempunyai anggaran

tersendiri untuk mengundang ahli agar pembentukan peraturan di
Desa Sumber Salak ini menjadi baik”

217 Andhika Della Permana Putra, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan
Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi, (Malang: Universitas
Muhammadiyah, 2014), 2.

8Didik Hadi Prayitno, Wawancara, (Ledokombo, Kamis 27 Juni 2020).

21%Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa (Head To Good Village

Governance), (Malang: UB Press, 2011), 148.
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Berdasarkan wawancara tersebut pemerintah memang seharusnya
mempunyai anggaran tersendiri untuk mengadakan bimbingan teknis
pembentukan peraturan desa dengan menghadirkan para ahli, agar

pembentukan peraturan desa di Desa Sumber Salak jauh lebih baik.

Pemerintah akan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa
pembentukan peraturan desa juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam
proses penyusunanya sebagai salah satu prinsip terwujudnya pemerintahan
yang baik. Masyarakat berhak memberi masukan secara lisan maupun secara
tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan pembentukan peraturan

desa.”® Bapak Muhammad Luthfi juga mengatakan bahwa:

“pemerintah seharusnya memeberi sosialisasi kepada masyarakat
jauh sebelum pembentukan peraturan desa bahwa partisipasi meraka
sangatlah dibutuhkan.”

Pentingnya pemerintah desa mengadakan sosialisasi terhadap
pentingnya partisipasi masyarakat agar mereka pemerintah dapat mengubah
pola pikir yang matrealistis yang akan datang memberi partisipasi jika ada
uangnya saja.

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pembentukan peraturam di

Desa Sumber Salak masih belum optimal. Beberapa kendala seperti

?80Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa (Head To Good Village
Governance), (Malang: UB Press, 2011), 147.
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pendidikan di Desa Sumber Salak yang relatif rendah, tidak adanya
bimbingan tekhnis dari pemerintah dalam pembentukan peraturan desa, serta
rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi. Pemerintah,
namun pemerintah akan melakukan peranya dengan maksimal. Pemerintah
akan mengadakan dana tersendiri untuk mendatangkan ahli dalam
pembentukan peraturan desa serta sosialisai untuk menumbuhkan kesadaran
masyarakat dalam hal pentingnya pendidikan, serta pentingnya partisipasi

mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Bersadasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti
tentang “Peran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Perspektif
Figh Siyasah Dusturiyah (Studi di Desa Sumber Salak), maka peneliti
pengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa dan BPD dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa
Sumber Salak dalam perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan
dan penyebarluasan peraturan desa telah berjalan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019,
dan telah sesuai dengan prinsip Figh Siyasah Dusturiyah menurut pandangan
Al-Mawardi meskipun belum maksimal, karena kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap pentingnya partisiapasi mereka sehingga menjadi
kendala bagi BPD dalam mencari illat atau sebab hukum yang sesuai dengan
Jalb Al- Mashalih Wa Dar Al- Mafasid.

2. Peran Pemerintah Desa dan BPD di Desa Sumber Salak dalam proses
pembentukan peraturan desa untuk menjalankan tugas, wewenang, serta
fungsi legislasi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

dan juga konsep pembentukan peraturan yang partisipatif sudah terwujud

144
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dengan adanya Peraturan Desa Sumber Salak Nomor 01 Tahun 2018,
meskipun kurang optimal karena anggota pemerintah desa dan BPD yang
masih belum mengetahui dengan jelas tugas mereka, terutama dalam
pembentukan peraturan desa, serta dalam mewujudkan pembentukan
peraturan desa yang partisipatif kehadiran BPD dan Tokoh-tokoh masyarakat
dalam musyawarah pembentukan peraturan desa hanya sebatas formalitas
saja.

. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembentukan Peraturan Desa di
Desa Sumber Salak yaitu ada 3 faktor. Pertama, kurangnya kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Kedua, tidak adanya bimbingan
teknis dalam penyusunan peraturan desa. Ketiga, kurangnya partisipasi
masyarakat. Solusi yang diambil oleh Pemerintah Desa Sumber Salak yaitu
perlunya sosialisai betapa pentingnya pendidikan untuk kemajuan Desa
Sumber salak. Pentingnya mengadakan bimbingan teknis, agar menjadi
peraturan desa yang baik dengan mendatangkan para ahli. Mengadakan
sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya partisipasi mereka untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip good governance.
Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis

memberikan saran, yaitu sebagai berikut:
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1. Penyusun menyarankan adanya perhatian khusus dari pemerintah Desa
terhadap adanya sosialisasi kepada masyarakat desa. Pentingnya
pendidikan untuk kemajuan Desa terutama dalam hal pembentukan
Peraturan Desa, baik bagi Pemerintah Desa dan BPD selaku perancang
Peraturan Desa dan kepada masyarakat desa sehingga mereka dapat
menciptakan Peraturan Desa yang baik.

2. Pemerintah desa hendaknya menyediakan dana tersendiri agar dapat
mendatangkan ahli dalam menyediakan bimbingan teknis menyususn
dan merancang peraturan desa bagi pemerintahan Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, sehingga peraturan desa di Desa Sumber
Salak menjadi suatu produk hukum yang berguna sebagaimana
kebutuhan maysarakat yang ditinjau baik secara yuridis, politis,
maupun sosiologis.

3. Penyusun menyarankan bahwa dalam pembahasan, penyususnan, dan
penetapan peraturan desa agar aspirasi maysarakat benar-benar
diperhatikan  dan partisipasi masyarakat dilibatkan  dalam
pembahasanya karena bagaimanapun partisispasi masyarakat ini
merupakan tolak ukur sehingga kelak peraturan desa yang benar-benar
berguna bagi masyarakat di Desa Sumber Salak. Pemerintah harus
mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Pembentukan

peraturan desa juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam proses
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penyusunanya sebagai salah satu prinsip terwujudnya pemerintahan

yang baik.
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https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Peraturan Desa Sumber Salak

PERATURAN DESA SUMBERSALAK
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

153

op

DESA
NOMOR 01 TAMUN 2008
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN REALISAS! PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAMUN ANGGARAN 2017

DENGAN RANMAT TUMAN YANG MANA ESA

Bahma tetual Sengan betentuan Perstusn Pemenntah Republih indon
Nomor 43 Tahun 2014, Kepals Opss  menetaphan Perstursn Dess tent
Hestisan Pendeps

Laporan

dan Betanjs Dess (APIOwsS).
Bahwa Porsturan Dess testang Anggaran Pendepatsn dan Belanis 0
(APBDe1s) sebagairmans dwmstsud pace burut 3, lelah dibahas den disepe
Deriama Badan Fermusyswar atan Dese,

Batwe Lercararhen pertmbanger iebagsemans dimetiud pada hund s
Nt b perls menetaphan Peraturan Dess  Sumbersslek Lapo

Reairan

Selenis Desa (APBOwsa); Duse Tahun Anggaren 2017

Undiang undang Momor 17 Tatun 3001 tantang Lesangsn negars
Undang Unieng Nomar 1 Tabn J004 tentang Pertendanerasn hege's.

Undang Ungang Momor 13 Tahun 2004 lemtang Pemeriasn Pengeiolasn
Tanggung awsd negars
Undang-Undang Nomar 53 Tahun 2004  tentang Perimbangan Kevarngse o
Pemacintah > ast Gan Berrs ~tan Came s
Undang Undang Nomor 11 Temun 2011 temtang Pembentusan Persturan Perund
Undangen,

Undeng Undang Nemor 6 Tahun 2014 tentang Dets (Lemborsn Negars tanun Rept
mgonesis Tahun 2014 Nomor 7, Tembahen Lembarsn Megacs Republs indor
Nomor 5495k

Lndang-Undang Nomor 23 Taben 2014 tentang Pemmervtahan Coerah.

Peraturan Pemeritan Nomor 60 Tanun 2014 tentang Dsna Desa Yang Bersamber
Anggaran Pendapatan dan Belanis Negars fLemberan Negars Repubil indor
Tohun 2014 Nomor 168, Tambshan Lembarsn Negaca Republ Indonesis Ne
5333,

Peratisan Memter Delarm Negen Nomor 11 Tanun 2006 Lentang Pedoman Pengeic
Kevangan Dterah sebagaimans telsh dus kel Glubeh, terskhir denges Perst
Mentert Datam Neger Nomor 33 Tahun 2011

Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tt
Persturen & Desa.
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Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 113 Tehun 2014 tentang Pengeiaisan

Cesangan Desa.

mm”*—“'”mmm
Jeenbar Tatvn 2017

Perstursn Duersh Kobupetan lamber Nomer 4 Tehen 2007 testang Perdbhan
Anggaran Pendecstan dan Beisnss Daerah Cabupeten Jemmber Tatun 2017

Pamn Daerah Labapate . Jemier beg Cese Teun Anggeren 3017
Paratran Dess Surmbersaion o & Tavun 017 Tentang Arggeren Pendapeten Dese
Sumberiatet To 3017,

Parsturan Owss Swmbarssleh te 7 Tt 3017 Tentang Perubshen Anggersn
Pendepaton Dese turmtrieteh Te 2017

——TUEAN
' TINTANG
BOLARGA DEBA TANUN w7
Ponsl 3

a0 Pendapetan dan Secarys Dwss Tahun Anggersn 1017 dergan "ncien siegs berieat

Pendapecen Dess e 1 NARATI MO

Relenia Deve

8 Bedang Pervyeserquarman Pemerntah Sese N eoLisesme-

b Bidang Pembenganen e LIMeo2sm

© Bideng Peminresn Leas e statan 3 3 000 00,
Mesverakat - 72.500.000, -

* Bisang Tak Tordugs .

emiah Selanis

St pics SOwhan

Pembiayesn Owse

& Penerrmasn Purtnsyasn A JLE8ETEN.

B Pangeiueren Fermbiayean A
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L)

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERSALAK

i daiamn huret &
menetagean pe et guan beriama BP0 can Kepas Desas Sumberales

Undang undeng Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kessngsn negare

Undang Undang Nomo: 1 Tahun 2004 tentang Ferdendsnersan Negara.
Undeng Undang Nomar 15 Tehun 2004 tentang Pemerksssn Pengelolasn
TG et ke angen Negers.

- tetah Gua hak Suban. terakhi &
Peraturan Menteri Datam Neger! Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Menter Datam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tantang Pecoman

Peratoran Bupati Jember Nomor 39 Tahun w-.mn—
Alckau Dana Dess d tabusaten Jember tahun Anggaran 2017;

dari 45

Menetaphan

19. Peraturan Bupat! Jember Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara pe
Penetagan Dana Desa d Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 ;

20. Peraturan Bupsti Jember No 65 Tagun 2017 Tentang Perubshan Pe
Anggaran Pendapatan den Belsna Doerah Kadupaten Jembder Tahun 2017,

21, Neputusan Bupat Jember Nomor 188.45/274/012/2017 tentang Besars:
Dana Desa & Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017,

22. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/275/012/2017 tentang Besaran |
Pajax Daerah Kadusaten Jember bagl Desa Tahun Anggaran 2017,

23, Peraturan Desa Sumbersalak No, § Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendaps
Sumbersalak Ta 2017

24 Peraturan Desa Sumbersalek No, 7 Tahun 2017 Tentang Pervbahen
Pendapatan Dess Sumbersalak Ta 2017,

Pasal 1
Rancangan Persturan Desa Sumbersalak  yang teloh disetujul bersama
Peraturan Desa Sumbersalak adalah sebagal berkut:

Pasal 2

Rancangsn Persturan Dess sebagaimana dimaksud delam Pasal I tercanty
3mpiran periatuuan bersama ini.

Pasal 3
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PERMOHONAN PENYALURAN
DANA DESA

(DD)
TAHAP 1(60 %)

SEBESAR Rp. 563.133.532

PEMERINTAH DESA SUMBERSALAK KECAMATAN LEDOKOMBC
TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN LEDOKOMBO
Jalan Stasiun No 61 TELP.[0331) $91955 Ledakombe KP.68196

Bersama i Kom ‘aan ham.
Tohun 2017 Tohap | (60 ) dant

2
2

"

NOTA VERIFIKAST

TAN PENYALURAN
DANADESA (DD TAMUNZOLT
Nomer : 900/ \rr /35092872017

Kepads

Y Kepals Dinas Pemberdayasn Mavyaraes: da

jomnder

-
LEMALE

L veritiaas dan perey ) Dans

Nacma Dess D?l Suriberia s Kec Ledownmbo
Tangas! Permononen i 2037

Tangasl Penersmasn Permohansn A 3037

Rincn Anggeran

a)  Jemish

Bp 930555004
6)  jumish 576 Dulan Lot » 00
€ jumist yang Dimina
4 S

Nama dam No Reken. g Dank
KetengROPAT G e IDIINAT PArYRIRiAr antaE 40

»
Rp S63100822
R 375422354

Surat Permobonan Cer Fewenaian Dess

Reocans Penggunesn Dems (RPD)

Kwiiansl penerimasn SNEAAEN 331 Cengan rater s Cikup

Foto copy NPWP

Fota Copy nemar rexening K Pemenatat Dess yang sat

F0%0 copy Keparuran Kepals Dess teatang susunan kepengurasan SUMDES  POKMA L KARAN

Pakta Integrias Kepats Desa Gengan bermatera cakup

Fown Copy Keputunae Buped tentang Pengangustan Neps & Desd yarg duahaan dan diegs in

yarg Lerwenang

Foto Capy Keputmman Kepais Dess tentang Beadahars Dess yag $oa kan dor dilegabonr o0

Berwensng

Fotn Copy Keputusan Camat tentang TFX

Foto Copy Perdes APTDesa Tahus 2017 yang tetah diundangkan

Foto Capy Perces Pertanggunglawaban APBDesa Tahun 2016 yang teish Crancangsan

Fotn copy Surat Pertanggungiowaben Daa Dess { DD ) Tabun 2016

Laporsn pelaknanaan itk & Gangsn MlLs Sangan reausai SeiangIn yiog CAENIIY e
tozo dan

g
Foto Copy Surat Perjanpan Peiskanasn Peweriasn (SP3) antara Kepaia Dess engan T Peng
pevencanaan teanis (RAB] yang diiegaiisan oieh Pencamping Dess

Doturen
Telah dimyataian lenghsp can sah keeedian Gimohon dengam norma: AIAdAkia RTLl LOIEAITIn Mttt

0
Lecohamba, a
Tim Verifikas!

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN LEDOKOMBO
DESA SUMBERSALAK

Jalon P8 Sudirman No.01 ~ Ladokombo - Jumber KP. 68198

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Desa Sumbersalak , Jult 2017
900/ /28.2002/2017 Kepada
: Penting Yth. Bapak Bupat! Jember

1 ( Satu ) Berkas
Permohonan Pencairan Belanja Dana  di
Desa (DD ) Tahap 1 (60 %) Tahun

Cq. Sdr. Camat Ledokombo

2017 LEDOKOMBO
Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor .. Tahun 201
Pedoman Pengelolaan DANA DESA ( DD ) Di Kabupaten Jember Tahun 2017
Int Kami per P DANADESA( DD) Tahap! (6
Desa L Jember  set

563.133.532 ( Lima ratus enom puluh tiga juto seratus tigo pulub
lima ratus tige pulub dua Rupioh ) dengay kelengkapan berkas per
sebagaimana terlampir.

Demtkian untuk menjadikan periksa.
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Lampiran 2
Foto Hasil Wawamcara
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Data Pribadi

Nama Lengkap

NIM

Tempat Tanggal Lahir
Alamat Rumah

Nomor Telpon
Email

Pendidikan Formal

2004-2010
2010-2013
2013-2016
2016-2021

DAFTAR RIWAYAT
HIDUP

&

Yuliana Putri Nurhakiki

16230037

Jember, 07 Juli 1998

Dusun Juroju, Desa Sumber Salak, Kec.
Ledokombo, Kab. Jember, Kode Pos 68196.
085330401756

yulianaputrinh@gmail.com

SDN Sumber Lesung 01

Mts Unggulan Nurul Islam Jember

MA Uggulan Nurul Islam Jember

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang


mailto:bny1234@gmail.com




